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Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan 

Yang Maha Esa, karena hanya atas karunia dan rahmat-Nya, 

penyusunan Naskah Akademik “Rancangan Peraturan Daerah 

Kabupaten Banyumas Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada 

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria Tahun 2025 – 

2028” dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan Naskah 

Akademik ini merupakan kerjasama antara Bappedalitbang 

Kabupaten Banyumas dengan Tenaga Ahli dari Universitas Jenderal 

Soedirman. 

Penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan untuk menjadi 

dasar analisis ilmiah terhadap Kabupaten Banyumas Tentang 

Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Air 

Minum Tirta Satria Tahun 2025 – 2028. Harapannya adalah Raperda 

yang disusun sesuai dengan kaidah hukum dan ilmiah.  

Kelancaran proses penyusunan Naskah Akademik ini tentunya 

tidak terlepas dari keterlibatan dan peran seluruh Tim Penyusun, 

Perangkat Daerah, dan Perumdam Tirta Satria Kabupaten 

Banyumas. Oleh karena itu, kami sampaikan terima kasih atas 

kontribusi dan kerjasamanya. 
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BAB I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah ditegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah 

diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan 

masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan 

peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah 

dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, 

dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi    

daerah, maka Pemerintah Daerah memerlukan langkah dan 

upaya untuk menambah sumber pendapatan daerah guna 

meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan kegiatan 

pembangunan dalam bidang perekonomian.   

Untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah 

dan pelayanan kepada masyarakat, perlu diciptakan suatu iklim 

usaha dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, 

dinamis dan bertanggung jawab, dengan upaya–upaya dan 

usaha untuk menambah dan mengembangkan sumber 

pendapatan asli daerah.  Salah satu upaya yang dapat dilakukan 

Pemerintah Daerah untuk meningkatkan    pertumbuhan    

perekonomian    daerah   dan   memupuk    sumber pendapatan 

daerah adalah salah satunya dengan melakukan penyertaaan 

modal. 

Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 

tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan pemerintah dapat 

melakukan investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat 

ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya. Dalam Pasal 41 ayat 

(5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 juga dinyatakan 
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penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan 

negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah. 

Untuk itulah maka perlu disusun adanya naskah akademik 

penyertaan modal daerah pada Perumdam Tirta Satria 

Capaian akses aman air minum di Kabupaten Banyumas 

sampai dengan tahun 2022 adalah sebesar 76,99% dari target 

sebesar 77,08% yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten 

Banyumas untuk seluruh masyarakat di wilayah administrasi 

pada akhir tahun 2023 sebagaimana yang diamanatkan dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Banyumas Tahun 2018 – 2023 (Perusahaan Umum 

Daerah Air Minum Tirta Satria, 2023). Hal ini menunjukkan 

bahwa air menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi oleh 

pemerintah daerah sebagai wujud pelayanan pada masyarakat. 

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria 

selanjutnya disingkat Perumdam Tirta Satria merupakan salah 

satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Banyumas 

mempunyai tugas pokok sebagai penyelenggara dalam penyediaan 

air minum perpipaan kepada berbagai lapisan masyarakat, maka 

Perumdam Tirta Satria ini dituntut untuk terus meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat berdasarkan potensi dan 

kemampuan yang dimilikinya serta berusaha untuk mengatasi 

berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas 

pokoknya. Hal ini dapat dicapai dengan adanya perencanaan, 

strategi dan sasaran serta program yang ditetapkan yang 

mencakup berbagai aspek pengelolaan dan penyelenggaraan 

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) BUMD Air Minum. 

Perumdam Tirta Satria merupakan pelaksana penyelenggara 

SPAM untuk memenuhi urusan pemerintah wajib yang berkaitan 

dengan pelayanan dasar yang menjadi kebutuhan dasar warga 
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negara guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan 

produktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 

undangan. Tujuan dari Perumdam Tirta Satria adalah: 1. 

Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan air 

minum bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat melalui jaringan 

perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan; 2. Memberikan 

manfaat bagi perkembangan perekonomiam daerah; 3. 

Memperoleh laba. Untuk mencapai tujuan tersebut, Perumdam 

Tirta Satria melaksanakan kegiatan usaha berupa: a. 

Penyelenggaraan SPAM yaitu serangkaian kegiatan pengembangan 

dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses 

dasar manajemen untuk penyediaan air minum kepada 

masyarakat yang meliputi unit air baku, unit produksi, unit 

distribusi, dan unit pelayanan; b. Membentuk dan 

mengembangkan unit usaha lain yang memiliki keterkaitan 

dengan kegiatan usaha Perumdam Tirta Satria. 

Sejarah awal atau cikal bakal berdirinya Perumdam Tirta 

Satria dapat diuraikan dalam kronologi sebagai berikut:  

a. Tahun 1928 pada masa Pemerintahan Hindia Belanda 

dibangun Broncaptering Kawungcarang I di Kecamatan 

Sumbang untuk pelayanan air bersih Kota Purwokerto, 

Sokaraja, Kalibagor, Banyumas, dan Purbalingga kapasitas 

produksi sebesar 28,6 L/detik dan pengelolaan ditangani oleh 

Provincie Van Midden Java (Provinsi Jawa Tengah);  

b. Tahun 1940 pengelolaan air minum diserahkan kepada 

Regentschap Banyumas (Kabupaten Banyumas) yang dalam 

hal ini dikelola oleh Dinas Saluran Air Minum;  

c. Tahun 1974 dilakukan peleburan atau pengalihan pengelolaan 

air minum dari Dinas Saluran Air Minum menjadi Perusahaan 

Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas berdasarkan 
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Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 1974 

tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten 

Banyumas. Peleburan/pengalihan dinas daerah menjadi 

perusahaan dalam rangka persyaratan penerimaan bantuan 

proyek air minum melalui pendanaan Bank Dunia kepada 

Kabupaten Banyumas;  

d. Tahun 1975 dikeluarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kepala 

Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 25/I/2/KDH tentang 

Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah 

Tingkat II Banyumas sebagai tindak lanjut dari Peraturan 

Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 1974. Tanggal 

diterbitkannya SK Bupati ini, yaitu 2 Januari 1975, 

selanjutnya ditetapkan sebagai tanggal berdirinya Perumdam 

Kabupaten Banyumas; 

e. Tahun 2014 diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 

2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria 

sebagai perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas 

Nomor 5 Tahun 1974 dalam rangka penataan manajemen 

pengelolaan perusahaan sesuai dengan perkembangan 

peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat 

akan pelayanan air minum; 

f. Tanggal 23 Desember 2019 dilakukan perubahan nama dan 

bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta 

Satria menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta 

Satria yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta 

Satria dan disingkat „Perumdam Tirta Satria‟, berdasarkan 

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2019, 

sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik 
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Daerah (Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria, 

2023). 

 

Berikut ini adalah rencana pengembangan SPAM Tahun 

2024-2028: 

 

 

Sumber: Rencana Bisnis Perumdam Tirta Satria, hlm. 3 

 

Berdasarkan rencana pengembangan SPAM Tahun 2024-

2028 dapat diketahui bahwa Cabang Ajibarang akan melakukan 

optimalisasi Ajibarang (Jingkang-Kaliputih) dari MA Pancasan; 

Cabang Wangon akan melakukan pengembangan SPAM Rawalo, 

Pompa Booster SPAM Jatilawang, Penggantian Pipa ACP Kota 

Wangon; Cabang Purwokerto I akan melakukan optimalisasi SPAM 

dari MA Lirip, penggantian pipa ACP jl. Sudirman, SPAM kota baru 

Purwokerto; Cabang Banyumas akan melakukan pengembangan 

SPAM dari MA Duren, pengembangan SPAM Sokaraja dari IPA 

Petir, SPAM regionalisasi Maslancip, pembangunan Grit Chamber 
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Intake Sudagaran, penggantian pipa ACP Kawungcarang II dan jl 

Soeparjo Roestam, pemasangan pompa booster SPAM Kemranjen; 

Cabang Purwokerto II akan melakukan optimalisasi unit air baku 

SPAM Purwokerto Selatan, SPAM Kebasen, pengembangan sumur 

dalam dengan IPA lengkap Mandalatama. 

Pertambahan jumlah penduduk di Kabupaten Banyumas 

tentunya juga akan mengakibatkan bertambahnya kebutuhan air 

minum. Perumdam Tirta Satria telah melakukan analisis 

berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum Perumdam TS yang 

telah disusun maka didapatkan hasil analisis sebagai berikut:  

a. Untuk memenuhi target pelayanan 109.895 sambungan 

aktif pelanggan dan konsumsi air rata-rata 17,0 

m3/SL/bulan sampai dengan akhir tahun perencanaan 

(tahun 2028), maka diperlukan kebutuhan: - Kapasitas 

distribusi = 985 L/detik; - Volume Produksi Riil = 1.158 

L/detik;  

b. Menggunakan data volume produksi riil pada tahun 2022 

sebesar 966 L/detik dan diasumsikan tidak terdapat 

penambahan kapasitas produksi sampai dengan akhir 

tahun 2028, maka akan terdapat defisit suplai air sebesar 

-193 L/detik dalam rangka memenuhi target yang 

ditetapkan;  

c. Atas kondisi tersebut, terdapat beberapa hal yang dapat 

dilakukan Perumdam TS dari usaha yang membutuhkan 

biaya rendah sampai dengan berbiaya maksimal, antara 

lain: (1) meningkatkan efektifitas operasional dan 

langkah-langkah efisiensi dalam rangka menurunkan 

asumsi tingkat kehilangan air produksi dan distribusi 

yang telah ditetapkan sebelumnya; (2) meningkatkan 

efektifitas pemanfaatan sumber air baku eksisting 
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(optimalisasi dan rehabilitasi unit SPAM); (3) 

melaksanakan pembangunan unit air baku baru dan atau 

SPAM baru dalam rangka penambahan kapasitas 

produksi; (4) melakukan pembelian air curah melalui 

program regionalisasi. 

d. Berdasarkan proyeksi di atas menunjukkan bahwa untuk 

memenuhi kebutuhan air pelanggan di saat hari 

maksimum dan jam puncak maka diperlukan 

ketersediaan reservoir distribusi di wilayah pelayanan 

sebesar minimal total kapasitas 14.675 m3 pada akhir 

tahun 2028. (Rencana Bisnis Perumdam Tirta Satria, hlm. 

137). 

Berdasarkan hal tersebut maka menjadi penting untuk 

dilakukan penyertaan modal pada Perumdam Tirta Satria Tahun 

2025-2028. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten 

Banyumas tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan 

Umum Daerah Air Minum Tirta Satria Tahun 2024-2028 

mempunyai permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah urgensi pembentukan Rancangan Peraturan 

Daerah Kabupaten Banyumas tentang Penyertaan Modal 

Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta 

Satria Tahun 2024-2028? 

2. Mengapa diperlukan adanya Rancangan Peraturan Daerah 

Kabupaten Banyumas tentang Penyertaan Modal Daerah 

Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria 

Tahun 2024-2028? 
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3. Apakah yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, dan 

yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah 

Kabupaten Banyumas tentang Penyertaan Modal Daerah 

Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria 

Tahun 2024-2028? 

4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup 

pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam 

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang 

Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah 

Air Minum Tirta Satria Tahun 2024-2028? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan 

Naskah akademik ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangsih berarti dalam penyusunan Rancangan Peraturan 

Daerah Kabupaten Banyumas tentang Penyertaan Modal Daerah 

Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria Tahun 

2024-2028. Adapun tujuan penyusunan Naskah Akademik ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Merumuskan urgensi pembentukan Rancangan Peraturan 

Daerah Kabupaten Banyumas tentang Penyertaan Modal 

Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta 

Satria Tahun 2024-2028. 

b. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai 

dasar adanya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten 

Banyumas tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan 

Umum Daerah Air Minum Tirta Satria Tahun 2024-2028. 

c. Merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam 

pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten 

Banyumas tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan 

Umum Daerah Air Minum Tirta Satria Tahun 2024-2028. 
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d. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup 

pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam 

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang 

Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Air 

Minum Tirta Satria Tahun 2024-2028. 

Kegunaan naskah akademik sebagai acuan atau referensi 

penyusunan dan pembahasan Peraturan Daerah akan tercapai. (Ni 

Made Jaya Senastri, Luh Putu Suryani, “Fungsi Naskah Akademik 

(Na) Dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah”, KERTHA 

WICAKSANA Volume 12, Nomor 1 2018, hlm. 42). Adanya naskah 

akademik ini tentunya akan memuat seluruh informasi yang 

diperlukan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah. 

 

D. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik 

ini adalah metode yuridis normatif dilakukan melalui studi 

pustaka yang menelaah data sekunder, baik yang berupa 

perundang-undangan, hasil pengkajian dan referensi lainnya, dan 

yuridis empiris. Dalam pendekatan ini kajian terutama dilakukan 

terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, dan taraf 

sinkronisasi vertikal. Kajian dilakukan terhadap bahan hukum 

primer dan sekunder. Kajian bahan hukum primer dilakukan 

terhadap peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan 

hukum sekunder diperoleh dari literatur, kertas kerja maupun 

doktrin hukum yang relevan. Hasil kajian selanjutnya di 

deskripsikan secara terstruktur dan sistematis. Kedua bahan 

hukum selanjutnya diolah dan disajikan secara deskriptif. Untuk 

bahan hukum primer penyajian dilakukan dengan melakukan 

kutipan ketentuan dan pasal yang relevan dengan permasalahan 

yang diajukan. Bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan 
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kondisi kekinian dan fakta yang terjadi di lapangan akan dianalisa 

secara kontekstual. Teknik analisis ini terutama digunakan untuk 

mengidentifikasi fakta-fakta yuridis yang mendasari pentingnya 

keberadaan Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum 

Daerah Air Minum Tirta Satria Tahun 2024-2028, sedangkan 

teknik analisis isi dilakukan terhadap bahan-bahan hukum (teks 

perundang-undangan dan penjelasannya) yang dimiliki untuk 

mengetahui maksud, konteks hukum, interpretasi dan 

keterkaitannya dengan pentingnya isu penyertaan modal. Hal ini 

dilakukan untuk memastikan bahwa rancangan peraturan daerah 

yang dibuat memiliki landasan hukum yang jelas serta tidak 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.   

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam kajian ini 

adalah:  FGD (focus group discussion) atau diskusi terarah dalam 

kelompok terbatas untuk memperoleh informasi menyeluruh dari 

para informan. Selain itu, dilakukan juga proses belajar bersama 

antara peneliti dan informan serta upaya untuk 

mendiseminasikan hasil penelitian sementara dengan para 

informan dalam FGD. 
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BAB II. KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS  

 

A. Kajian Teoritis 

Kajian teoritis dalam naskah akademik ini merupakan teori 

utama (grand theory) yang terkait dengan jangkauan, arah 

pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah 

yang disusun. Teori-teori yang digunakan dalam naskah akademik 

ini meliputi otonomi daerah, desentralisasi fiskal, investasi, 

investasi pemerintah, penyertaan modal, dan Badan Usaha Milik 

Daerah.  

1. Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal 

Berdasarkan konsepnya, pelaksanaan otonomi daerah 

pada masa lalu dipahami sebagai kewajiban. Hal ini berarti 

bahwa penyelenggaraaan otonomi daerah lebih menitikberatkan 

peran dan tanggungjawab pemerintah daerah kepada 

pemerintah pusat untuk menjalankan pembangunan nasional. 

Sebagai konsekuensinya, pemerintah daerah lebih mematuhi 

arahan dan instruksi pemerintah pusat daripada 

memperjuangkan aspirasi masyarakat daerah. Hal tersebut 

mudah dipahami karena pada waktu itu tujuan 

penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan 

koordinasi dan integrasi nasional untuk memantapkan 

stabilitas dan pembangunan nasional. 

Terdapat berbagai pengertian mengenai otonomi yang 

berkembang di berbagai negara. Mills (1994) mendefinisikan 

desentralisasi atau otonomi daerah sebagai transfer wewenang 

atau kekuasaan dalam perencanaan publik, manajemen, dan 

pembuatan keputusan dari level nasional ke level sub nasional 

atau secara umum dari level pemerintahan yang lebih tinggi ke 

level pemerintahan yang lebih rendah (Ahmad, 2010). Di 

Indonesia otonomi daerah dimulai dengan diberlakukannya 
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Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2004 dan kembali diganti dengan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada 

Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, otonomi 

daerah didefinisikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban 

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam 

sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Diberlakukannya otonomi daerah diharapkan fungsi-

fungsi pemerintah sebagai penentu kebijakan publik untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat dapat lebih maksimal. Hal ini 

sesuai dengan tujuan dari dilaksanakannya desentralisasi dan 

otonomi daerah yaitu untuk menjadikan pemerintah lebih dekat 

dengan rakyatnya, sehingga pelayanan publik dapat dilakukan 

dengan lebih efisien dan efektif. Tujuan ini didasarkan pada 

asumsi bahwa pemerintah Kabupaten/Kota memiliki 

pemahaman yang lebih baik mengenai kebutuhan dan aspirasi 

masyarakatnya daripada pemerintah pusat (Oates, 1993). 

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, Presiden 

dibantu oleh menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan tertentu. Urusan pemerintah tersebut 

dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, 

dan tugas pembantuan. Urusan Pemerintahan sendiri terdiri 

atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan 

konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Terkait dengan 

otonomi daerah, urusan pemerintahan konkuren adalah urusan 

pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah 

provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan 
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konkuren yang diserahkan ke Daerah inilah yang menjadi dasar 

pelaksanaan otonomi daerah. 

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu komponen 

utama dari otonomi daerah. Desentralisasi fiskal dapat diartikan 

sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat 

pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintah yang lebih 

rendah, untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintah dan 

pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang 

pemerintahan yang dilimpahkan.  Asas desentralisasi penuh 

kepada daerah kabupaten dan kota berimplikasi pada 

penyelenggaraan otonomi daerah secara luas, nyata, dan 

bertanggungjawab. Otonomi daerah secara luas berarti 

pemberian kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam 

suluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam 

bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, 

moneter dan fiskal, agama serta kewenangan di bidang lain. 

Kewenangan bidang lain adalah kewenangan perencanaan dan 

pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana 

perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan 

lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan 

sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta 

teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standarisasi 

nasional (Mardiasmo, 2007). 

Dalam melaksanakan desentralisasi fiskal, terdapat 

prinsip money follow function yang merupakan salah satu 

prinsip yang harus diperhatikan dan dilaksanakan. Prinsip ini 

memiliki arti bahwa setiap penyerahan atau pelimpahan 

wewenang pemerintahan akan membawa konsekuensi pada 

anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan 
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tersebut. Pemberian otonomi daerah melalui desentralisasi fiskal 

memiliki tiga misi utama, yaitu (Sasana, 2009):  

1. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber 

daya daerah. 

2. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan 

kesejahteraan masyarakat.  

3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi 

masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam 

proses pembangunan.  

Untuk mewujudkan ketiga misi tersebut maka dalam 

pelaksanaan desentralisasi fiskal terdapat kewenangan yang 

diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah 

untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan untuk 

meningkatkan pendapatan melalui pemungutan pajak (taxing 

powering) yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Dengan 

asumsi dasar bahwa pemerintah daerah lebih mengetahui 

kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat 

daerahnya sehingga dapat terciptanya efisinsi dan efektifitas 

dalam pengelolaan keuangan negara. 

 

2. Konsep Investasi 

Investasi adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian 

yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Istilah 

tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva 

dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan dimasa 

depan. Terkadang, investasi disebut juga sebagai penanaman 

modal. Berdasarkan teori ekonomi, investasi berarti pembelian 

(dan produksi) dari modal barang yang tidak dikonsumsi tetapi 

digunakan untuk produksi yang akan datang (barang produksi). 
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Beberapa produk investasi dikenal sebagai efek atau surat 

berharga. Definisi efek adalah suatu instrumen bentuk 

kepemilikan yang dapat dipindah tangankan dalam bentuk 

surat berharga, saham/obligasi, bukti hutang (Promissory 

Notes), bunga atau partisipasi dalam suatu perjanjian kolektif 

(Reksa dana), Hak untuk membeli suatu saham (Rights), garansi 

untuk membeli saham pada masa mendatang atau instrumen 

yang dapat diperjual belikan. 

Proses pemupukan modal atau yang biasa juga disebut 

dengan investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau 

pembelanjaan penanam-penanam modal atau perusahaan 

untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-

perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan 

memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam 

perekonomian dalam bentuk (Sukirno, 199):  

1). Pembelian berbagai jenis barang modal yaitu mesin-

mesin dan peralatan produksi lainnya untuk mendirikan 

berbagai jenis industri dan perusahaan.  

2). Pengeluaran untuk mendirikan rumah tempat tinggal, 

bangunan kantor, pabrik dan bangunan-bangunan 

lainnya.  

3). Pertambahan nilai stok barang-barang yang belum 

terjual, bahan mentah, dan barang yang masih dalam 

proses produksi.  

Investasi juga dapat didefinisikan sebagai tambahan 

bersih terhadap stok kapital yang ada atau bisa juga disebut 

akumulasi modal (Nanga, 2001). Schumpeter tidak menjelaskan 

pengertian investasi tetapi membagi investasi menjadi 2 jenis 

yaitu (Nanga, 2001):  
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1). Investasi terpengaruh, yaitu investasi yang besar kecilnya 

sangat dipengaruhi oleh perubahan di dalam pendapatan 

nasional, volume penjualan, keuntungan perusahaan dan 

lain-lain. 

2). Investasi otonom, yaitu investasi yang besar kecilnya 

tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan tetapi lebih 

banyak ditentukan oleh perubahan-perubahan yang 

bersifat jangka panjang seperti adanya penemuan baru, 

perkembangan teknologi dan sebagainya.  

Investasi pada hakekatnya merupakan penempatan 

sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk 

memperoleh keuntungan di masa yang akan datang (Halim, 

2003). Oleh karena itu, investasi dibagi menjadi 2 yaitu: 

1). Investasi pada financial assets, investasi ini dilakukan di 

pasar uang misalnya berupa sertifikat deposito, 

commercial paper, surat berharga pasar uang, atau di 

lakukan di pasar modal misalnya berupa saham, obligasi, 

waran, opsi dan lain-lain.  

2). Investasi pada real assets, diwujudkan dalam bentuk 

pembelian asset produktif, pendirian pabrik, pembukaan 

pertambangan dan perkebunan dan lain-lain.  

Menurut Jhingan mengemukakan bahwa tujuan pokok 

pembangunan ekonomi adalah untuk membangun peralatan 

modal dalam skala yang cukup untuk meningkatkan 

produktivitas. Singkatnya hakikat pembangunan ekonomi 

adalah penciptaan modal “overhead social” dan ekonomi 

(Jhingan, 2000). Hal ini mungkin saja jika laju pembentukan 

modal di dalam negeri cukup cepat, yaitu jika bagian dari 

pendapatan atau output masyarakat di investasikan dalam 

peralatan modal. Investasi dalam peralatan modal tidak saja 
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meningkatkan produksi tetapi juga kesempatan kerja. 

Pembentukan modal menghasilkan kemajuan tekhnik yang 

menunjang tercapainya ekonomi produksi skala luas dan 

meningkatnya spesialisasi. Pembentukakan modal memberikan 

mesin, alat, dan perlengkapan bagi tenaga kerja yang semakin 

meningkat.  

Secara umum investasi dapat diartikan sebagai 

pengeluaran untuk membeli barang modal dan perlengkapan 

produksi guna menambah kemampuan produksi barang dan 

jasa dalam perekonomian. Pertambahan jumlah barang modal 

memungkinkan perekonomian tersebut menghasilkan lebih 

banyak barang dan jasa di masa yang akan datang. Selaras 

dengan sudut pandang ini, Mankiw mengartikan investasi 

sebagai barang-barang yang dibeli untuk penggunaan di masa 

depan (Mankiw, 2005). Sebagai salah satu komponen 

pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), investasi 

menempati posisi penting dalam mendorong pertumbuhan 

ekonomi daerah. Sebagai pembentukan modal tetap bruto, 

pengertian investasi mencakup kegiatan tentang pengadaan, 

pembuatan, dan pembelian barang-barang modal baru dari 

dalam negeri/wilayah dan barang modal baru atau bekas dari 

luar negeri/wilayah, yang digunakan untuk proses produksi di 

dalam negeri/wilayah tersebut. Barang-barang yang 

dikategorikan ke dalam barang-barang modal adalah barang-

barang yang mempunyai unsur pemakaian satu tahun atau 

lebih, dan yang dimaksud dengan pemakaian adalah 

penggunaan barang-barang modal tersebut sebagai alat tetap 

dalam proses produksi. 

Aktivitas investasi ke dalam aktiva keuangan dapat 

diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu: 1). Investasi langsung 
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(direct investment), yaitu investasi yang dilakukan dengan 

membeli aktiva keuangan yang dapat diperjual-belikan di pasar 

uang, pasar modal, ataupun pasar turunan (derivative market) 

(Jogiyanto, 2008). Beberapa aktiva keuangan yang dapat dan 

biasa diperjual-belikan di pasar uang yaitu aktiva yang 

mempunyai tingkat risiko kecil dan aktiva yang mempunyai sifat 

investasi jangka panjang, seperti contoh saham dan surat 

berharga. 2). Investasi tidak langsung (indirect investment), 

dilakukan dengan membeli surat-surat berharga pada 

perusahaan-perusahaan investasi. Perusahaan investasi adalah 

perusahaan yang menyediakan jasa-jasa keuangan dengan cara 

menjual sahamnya kepada publik. Investasi melalui perusahaan 

investasi menawarkan keuntungan tersendiri bagi investor. 

Hanya dengan modal yang relatif kecil, investor dapat 

mengambil keuntungan karena pembentukan portofolio 

investasinya. Selain itu, dengan membeli saham perusahaan 

investasi, investor tidak membutuhkan pengetahuan dan 

pengalaman yang tinggi. Dengan pembelian tersebut investor 

dapat membentuk portofolio yang optimal. 

Sebagian ahli ekonomi memandang bahwa pembentukan 

investasi merupakan faktor penting yang bertanggung jawab 

terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu 

negara. Ketika pengusaha atau individu atau pemerintah 

melakukan investasi, maka ada sejumlah modal yang ditanam 

atau dikeluarkan, atau ada sejumlah pembelian barang-barang 

yang tidak dikonsumsi, tetapi digunakan untuk produksi, 

sehingga menghasilkan barang dan jasa di masa akan datang. 

Investasi dalam peralatan modal atau pembentukan modal tidak 

saja dapat meningkatkan faktor produksi atau pertumbuhan 

ekonomi, namun juga dapat memberikan kesempatan kerja bagi 
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masyarakat sehingga kemudian mampu menurunkan tingkat 

pengangguran. 

Peran investasi terhadap pembangunan telah banyak 

dibahas dalam teori-teori pertumbuhan. Beberapa teori yang 

secara gamblang menjelaskan peran tersebut antara lain adalah 

teori Harrod-Domar (HD), Teori Solow, dan Teori pertumbuhan 

baru. Harrod-Domard (Haryadi, 2007) berusaha memadukan 

pandangan kaum Klasik yang dianggap terlalu menekankan 

pada sisi penawaran (Supply Side) dan pandangan Keynes yang 

lebih menekankan pada sisi permintaan (demand side). Kedua 

ahli tersebut mengatakan bahwa investasi memainkan peran 

ganda. Di satu sisi investasi akan meningkatkan kemampuan 

produktif (productive capacity) dalam perekonomian, sementara 

disisi lain investasi juga akan menciptakan permintaan (demand 

creating) di dalam perekonomian. Oleh karena itu, HD 

menyatakan bahwa investasi merupakan faktor penentu yang 

sangat penting terhadap pertumbuhan ekonomi.  

Peran investasi terhadap pembangunan juga 

dikemukakan oleh Sollow (Mankiw, 2005). Model pertumbuhan 

Solow memperlihatkan bagaimana pertumbuhan persediaan 

modal, pertumbuhan angkatan kerja, kemajuan teknologi 

berinteraksi dalam perekonomian, serta bagaimana 

pengaruhnya terhadap output barang dan jasa suatu negara 

secara keseluruhan. Seperti halnya kebanyakan model 

pertumbuhan lainnya, model Solow juga menganggap bahwa 

penawaran dan permintaan terhadap barang memainkan 

peranan penting dalam suatu perekonomian. Secara teoretis, 

penawaran barang didasarkan pada fungsi produksi yang 

menyatakan bahwa persediaan output bergantung pada 

persediaan modal dan angkatan kerja. Modal dalam bentuk 
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investasi akan diperoleh dari tabungan. Tabungan yang tinggi 

juga bukan suatu hal yang bagus jika tidak diinvestasikan. 

Model yang telah dikembangkan oleh para ahli yang telah 

disebutkan di atas ternyata belum memberikan jawaban yang 

memuaskan tentang pertumbuhan ekonomi. Atas dasar alasan 

tersebut muncullah teori modern. Dalam teori ini, faktor-faktor 

yang krusial tidak hanya tenaga kerja dan Modal, tetapi juga 

pertumbuhan teknologi (yang terkandung di dalam barang 

modal dan mesin), Kewirausahaan, bahan baku, dan material. 

Selain itu faktor lain yang oleh teori modern juga dianggap 

sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi adalah 

ketersediaan dan kondisi infrastruktur, hukum serta peraturan, 

stabilitas politik, kebijakan pemerintah (yang antara lain 

dicerminkan oleh pengeluaran pemerintah), birokrasi, dan dasar 

tukar internasional. Pentingnya faktor-faktor ini dapat dilihat 

dari kasus-kasus negara Afrika. Menurut hasil studi Tambunan 

(2003), terhentinya pembangunan ekonomi di negara tersebut 

antara lain disebabkan oleh kualitasnya yang rendah, politik 

yang tidak stabil, peperangan, defisit keuangan pemerintah dan 

keterbatasan infrastruktur. 

 

3. Investasi Pemerintah dan Investasi Pemerintah Daerah 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 

investasi dapat menghasilkan aset dalam bentuk manfaat 

secara ekonomi seperti dividen, bunga, royalti, ataupun manfaat 

secara sosial, dalam rangka menambah kapasitas pemerintah 

agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Investasi pada hakikatnya merupakan permulaan dari kegiatan 

pembangunan ekonomi dan dapat dilaksanakan oleh pihak 

swasta, pemerintah, ataupun kerja sama pemerintah dengan 
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pihak swasta. Investasi pemerintah merupakan salah satu cara 

bagi pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat 

dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang (Mankiw, 

2005). 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah, investasi 

pemerintah diartikan sebagai peletakan dana ataupun aset 

berupa uang dengan periode yang lama agar dapat melakukan 

kegiatan investasi yang berbentuk saham, surat utang, ataupun 

investasi langsung dengan tujuan mendapatkan manfaat secara 

sosial, secara ekonomi, serta manfaat lainnya. Dari pengertian 

tersebut disimpulkan bahwa investasi pemerintah memiliki 

tujuan agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia. 

Dasar hukum dari pengelolaan investasi pemerintah ialah 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 yang kemudian 

digantikan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 

lalu dicabut dan digantikan kembali dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 63 tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah. 

Investasi pemerintah harus dijalankan dengan prinsip 

akuntabilitas, transparansi, responsibilitas, kesetaraan dan 

kewajaran, independensi, kehati-hatian, serta profesionalisme. 

Dalam pelaksanaan investasi, pemerintah memerlukan sumber 

investasi yang dapat diperoleh melalui imbal hasil, APBN, hibah, 

pendapatan layanan atau usaha, ataupun sumber lainnya yang 

dianggap sah. 

Investasi pemerintah terdiri atas investasi langsung dan 

investasi surat berharga. Investasi langsung terdiri atas 

Penyertaan Modal Negara/Pemerintah (PMN/P) dan pinjaman. 

Sedangkan investasi surat berharga terdiri atas penerbitan 
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saham dan Surat Utang Negara (SUN), SUN dapat berupa Surat 

Perbendaharaan Negara (SPN) dan Obligasi. Klasifikasi investasi 

yang dilakukan oleh pemerintah dapat dilihat pada Gambar 2.1 

berikut ini. 

 

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2019 (Diolah) 

Gambar 2.1. Klasifikasi Investasi Pemerintah 

 

Dalam melaksanakan investasi, Menteri Keuangan sebagai 

Bendahara Umum Negara (BUN) mempunyai kewenangan untuk 

mengatur atau menatausahakan investasi pemerintah. 

Kewenangan tersebut terdiri dari kewenangan regulasi, 

kewenangan supervisi, dan kewenangan operasional. 

Kewenangan regulasi dijalankan oleh Menteri Keuangan dalam 

hal penyusunan dan penetapan peraturan, kebijakan, dan 

rencana strategis pada bidang investasi pemerintah, serta 

memberikan penetapan Pernyataan Kebijakan Investasi 

Pemerintah (PKIP). Kemudian dalam menjalankan tugasnya, 

Menteri Keuangan mendelegasikan kewenangannya kepada 

Komite Investasi Pemerintah (KIP) untuk melaksanakan 

kewenangan supervisi dan Operator Investasi Pemerintah (OIP) 

untuk melaksanakan kewenangan operasional. Investasi 

pemerintah memiliki ruang lingkup yang dimulai dari 
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perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan, serta 

pertanggungjawaban. 

Sebagai bagian dari investasi pemerintah, investasi 

pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan 

Investasi Pemerintah Daerah, investasi pemerintah daerah 

merupakan penempatan dana ataupun BMD dengan periode 

yang lama oleh pemerintah daerah, untuk melakukan investasi 

dengan membeli surat berharga maupun investasi langsung, 

sehingga dapat mengembalikan nilai pokok yang memiliki 

manfaat secara ekonomi, secara sosial, ataupun manfaat lain 

dalam periode tertentu. Manfaat tersebut meliputi: 

1. Laba dengan jumlah tertentu dan periode yang telah 

ditentukan dalam bentuk dividen, bunga, serta 

perkembangan nilai pada suatu perusahaan daerah 

yang memperoleh investasi; 

2. Peningkatan layanan serta laba bagi hasil investasi 

dalam periode yang telah ditentukan;  

3. Peningkatan penerimaan daerah dalam periode yang 

telah ditentukan; 

4. Peningkatan penyerapan lapangan ataupun tenaga 

kerja dalam periode yang telah ditentukan; dan 

5. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dari hasil 

investasi. 

Dari manfaat di atas, dapat disimpulkan bahwa investasi 

pemerintah daerah memiliki tujuan agar dapat mendorong 

pertumbuhan dan mengembangkan perekonomian suatu 
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daerah, menambah pendapatan asli daerah (PAD), serta 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Investasi pemerintah 

daerah terdiri atas investasi melalui surat berharga dan 

investasi secara langsung. Investasi melalui surat berharga 

terdiri atas melakukan pembelian saham dan juga surat utang. 

Sedangkan investasi secara langsung terdiri atas penyertaan 

modal pada pemerintah daerah dan juga pemberian pinjaman. 

Klasifikasi investasi yang dilaksanakan pemerintah daerah 

dapat dilihat pada Gambar 2.2 berikut ini. 

 

Sumber: Permendagri Nomor 52 Tahun 2012 (Diolah) 

Gambar 2.2. Klasifikasi Investasi Pemerintah Daerah 

 

Pengelolaan investasi oleh pemerintah daerah dimulai dari 

proses perencanaan, kemudian proses pelaksanaan, dilanjutkan 

dengan proses penganggaran, lalu pelaksanaan anggaran, 

setelah itu dilakukannya penatausahaan anggaran dan 

pertanggungjawaban anggaran, dilanjutkan dengan divestasi, 

serta diakhiri dengan proses pengawasan. Investasi pemerintah 

daerah dapat dijalankan ketika Anggaran Pendapatan dan 

In
v
es

ta
si

 Surat Berharga 

Saham 

Surat Utang 

Langsung 

PMPD 

Pinjaman 



25 
 

Belanja Daerah (APBD) berada dalam posisi surplus dan 

penggunaannya telah ditetapkan pada peraturan daerah yang 

mengatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

dan juga adanya BMD yang tidak dipakai dalam 

menyelenggarakan urusan pemerintah daerah. 

Dalam pelaksanaan investasi pemerintah daerah, kepala 

daerah mempunyai kewenangan ketika mengelola investasi 

pemerintah daerah. Kewenangan tersebut terdiri dari 

kewenangan regulasi, kewenangan operasional, dan 

kewenangan supervisi. Kewenangan regulasi berupa 

kewenangan dalam melakukan penetapan kebijakan 

pengelolaan, kriteria pemenuhan perjanjian, dan metode 

pemenuhan kewajiban yang muncul akibat proyek dari 

penyediaan investasi pemerintah. Kewenangan operasional 

berupa kewenangan dalam meneliti, menyetujui, dan 

memberikan penolakan pada usulan permintaan, melakukan 

penempatan dalam bentuk dana atau BMD, memberikan usulan 

pada rencana kebutuhan dana, membuat perjanjian terkait 

penempatan dana atau BMD, mewakili, menjalankan kewajiban, 

dan menerima hak pemerintah daerah dalam perjanjian 

investasi, melakukan pengendalian atas risiko pelaksanaan 

investasi, memberikan usulan mengenai pergantian perjanjian 

investasi, melaksanakan investasi dan divestasi, dan melakukan 

tindakan atas nama pemerintah daerah jika terjadi perselisihan 

maupun sengketa dalam penerapan perjanjian investasi. 

Sedangkan kewenangan supervisi berupa kewenangan dalam 

monitoring, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan investasi 

pemerintah daerah. 

 

4. Penyertaan Modal Daerah 
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Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah 

daerah memiliki otoritas dalam melakukan pengaturan dan 

membenahi sendiri urusan daerahnya sesuai dengan asas 

otonomi ataupun tugas pembantuan, serta diberikan otonomi 

sebesar – besarnya selama tidak memiliki pertentangan dengan 

tatanan hukum secara nasional dan juga kepentingan umum. 

Dalam hal ini, pemberian otonomi yang sebesar-besarnya 

bertujuan untuk mempercepat tercapainya kepentingan umum 

dengan meningkatkan pelayanan, pemberdayaan, dan 

partisipasi masyarakat. 

Selain itu juga disebutkan bahwa suatu daerah dapat 

melaksanakan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik 

Daerah (BUMD), di mana BUMD merupakan badan usaha yang 

modalnya secara keseluruhan ataupun hampir seluruhnya 

merupakan milik suatu daerah. Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI), penyertaan merupakan cara, proses, ataupun 

kegiatan menyertakan, dalam istilah perbankan penyertaan 

diartikan sebagai kegiatan penanaman dana melalui saham 

pada perusahaan lain dengan tujuan melakukan investasi, 

sedangkan modal merupakan proses melakukan penyertaan 

uang dengan bentuk saham pada suatu perusahaan yang akan 

digunakan guna menciptakan sesuatu agar dapat meningkatkan 

kekayaan (Adhitya, 2019). 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang 

Milik Negara/Daerah, penyertaan modal pemerintah 

pusat/daerah merupakan pemindahan kepemilikan BMN/BMD 

yang sebelumnya termasuk kekayaan yang tidak dapat 
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dipisahkan menjadi kekayaan yang dapat dipisahkan. 

Penyertaan modal dilakukan agar dapat mendirikan, 

memperbaiki struktur permodalan, dan meningkatkan 

kapasitas usaha. Penyertaan modal pemerintah daerah 

merupakan suatu aktivitas yang dilakukan pemerintah melalui 

proses penyertaan modal dalam bentuk penanaman uang atau 

pembelian surat utang dengan tujuan untuk memperoleh 

manfaat secara ekonomi (Nur, 2020). 

Penyertaan modal pemerintah daerah kepada BUMD 

biasanya dapat berbentuk uang ataupun BMD. Penyertaan 

modal boleh dilakukan ketika besaran yang dimasukkan pada 

tahun anggaran tersebut sudah ditentukan dalam peraturan 

daerah melalui APBD tahun anggaran berjalan, baik ketika 

penanaman ataupun penambahan modal dilaksanakan. 

Penyertaan ataupun penambahan modal kepada BUMD harus 

diatur dengan peraturan daerah tersendiri. Penyertaan modal 

pemerintah daerah berbentuk uang ataupun barang memiliki 

konsekuensi hak kepemilikan, sehingga dapat terjadi 

pengalihan kepemilikan uang ataupun BMD menjadi kekayaan 

yang dapat dipisahkan dan dihitung menjadi modal ataupun 

saham pada BUMD yang sebelumnya merupakan kekayaan 

yang tidak dapat dipisahkan (Pratama, Damanik, & Mispranoto, 

2021). 

5. Badan Usaha Milik Daerah 

Badan usaha milik negara yang dikelola oleh pemerintah 

daerah disebut badan usaha milik daerah (BUMD). Berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 

2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik 

Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang secara keseluruhan 

ataupun hampir seluruh modalnya merupakan milik 
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pemerintah daerah. BUMD didirikan dengan maksud dan 

tujuan sebagai berikut: 

1. Memberikan manfaat dalam mengembangkan 

pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. 

2. Menyelenggarakan pembangunan dalam bentuk 

penyediaan barang dan jasa kepada masyarakat serta 

penyelenggaraan manfaat umum. 

3. Mencari laba ataupun keuntungan agar dapat 

meningkatkan penerimaan daerah. 

BUMD didirikan dengan berlandaskan kepentingan suatu 

daerah serta layaknya bidang usaha BUMD yang ingin 

didirikan. Dapat dikemukakan bahwa BUMD dapat dibagi 

menjadi dua golongan berdasarkan kategori sasaran, yaitu 

perusahaan daerah guna melayani kepentingan umum dan 

perusahaan daerah untuk menambah PAD. Pentingnya peran 

BUMD sebagai sumber PAD, mengharuskan BUMD lebih 

profesional dan efisien dalam menjalankan usahanya 

(Kamaluddin, 2000). BUMD didirikan oleh pemerintah daerah 

dengan harapan dapat menghasilkan penerimaan daerah 

melalui kinerja BUMD yang dapat diukur dengan 

membandingkan laba yang diperoleh BUMD dan juga investasi 

yang diberikan pemerintah daerah melalui penyertaan modal 

daerah (Suhendra, Agus, & Taufiq, 2018). 

BUMD sendiri memiliki modal yang bersumber dari 

penyertaan modal daerah, hibah, pinjaman, serta sumber modal 

yang lain. Sumber permodalan BUMD dapat dilihat pada 

Gambar 2.3 berikut ini.  
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Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 (Diolah) 

Gambar 2.3. Sumber Modal BUMD 

 

Penyertaan modal daerah dilaksanakan agar dapat 

mendirikan BUMD, menambah permodalan pada BUMD baik 

berupa uang ataupun BMD, serta membeli saham pada 

perusahaan perseroan di daerah lainnya. Untuk BMD yang 

disertakan, akan diberikan nilai sesuai dengan nilai riil ketika 

BMD akan dijadikan sebagai penyertaan modal. Bentuk hukum 

BUMD dapat berupa perseroan daerah ataupun perusahaan 

umum daerah. Penyertaan modal daerah dalam rangka 

mendirikan BUMD bertujuan agar dapat memenuhi permodalan 

awal dan juga permodalan yang ingin disetor. Sedangkan 

penyertaan modal daerah dalam rangka melakukan 

penambahan modal pada BUMD dilakukan agar dapat 

melakukan perluasan usaha, memperkuat struktur permodalan, 

serta melaksanakan penugasan yang diberikan pemerintah 

daerah. 

 

Modal Badan Usaha Milik 
Daerah (BUMD) 

Penyertaan Modal Daerah 
1. APBD 

2. Konversi Pinjaman 

Pinjaman 

1. Daerah 

2. BUMD Lainnya 

3. Sumber lain sesuai PP 

Hibah 

1. Pemerintah Pusat 

2. Daerah 

3. BUMD lainnya 

4. Sumber lain sesuai PP 

Sumber Modal Lain 

1. Kapitalisasi Cadangan  

2. Keuntungan Revaluasi 
Aset 

3. Agio Saham 
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B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan 

Penyusunan Norma 

Untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan 

Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta 

Satria, maka dalam penyusunannya harus didasarkan pada 

kaidah hukum yang diatur dalam peraturan perundang-

uandangan tentang Pembentukan perundang-undangan dan 

kaidah hukum yang mangatur muatan materi sebagaimana diatur 

dalam Perda tersebut. Oleh karena itu, konstruksi hukum dalam 

Perda yang di bentuk ini harus menyesuaikan dan mendasarkan 

pada asas maupun materi yang diatur oleh kedua peraturan 

perundang-undangan tersebut. Berdasarkan ketentuan pasal 5 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, pada intinya menyatakan 

pembentukan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan 

pada asas pembentukan perundang-undangan. Selanjutnya pada 

pasal 6 menyebutkan bahwa materi muatan harus mencerminkan 

asas perundang-undangan yang bersifat umum terkait dengan 

materi muatan dan memberikan pula asas yang bersifat khusus 

terkait dengan bidang yang diatur. 

Dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyertaan 

Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta 

Satria di Kabupaten Banyumas juga mendasarkan pada asas 

Pembentukan Peraturan perundang-undangan yang baik 

sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011, yang meliputi: 

1. Kejelasan tujuan 

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah 

bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang 

hendak dicapai. 
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2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat 

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat 

pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap Peraturan 

Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara 

atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan 

yang berwenang Peraturan Perundang-undangan tersebut 

dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat 

oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang. 

3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan 

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, 

hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus 

benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat 

sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundangan-

undangan. 

4. Dapat dilaksanakan 

Yang dimaksudkan dengan “asas dapat dilaksanakan” 

adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan 

Perundangan-undangan harus memperhitungkan 

efektivitas Peraturan Perundangan-udangan tersebut di 

dalam masyarakat, naik secara filosofis, sosiologis, maupun 

yuridis. 

5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan 

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan 

kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-

undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan 

dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

6. Kejelasan rumusan 
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Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah 

bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus 

memenuhi persyaratan teknis penyusunan Perundangan-

undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta 

bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga 

tidak menimbulkan berbagai macam interprestasi dalam 

pelaksanaannya. 

7. Keterbukaan 

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa 

dalam Pembentukan Perundang-undangan mulai dari 

perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau 

penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan 

terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat 

mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk 

memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan. 

Ditinjau dari asas-asas tersebut diatas, maka dalam 

pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah 

Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria dapat 

dikemukakan bahwa: 

1. Tujuan pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyertaan 

Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum 

Tirta Satria ini telah jelas yaitu sebagai landasan yuridis 

dalam pemberian penyertaan modal pada Perumdam Tirta 

Satria. 

2. Karena jenis peraturan Perundang-undangan ini Peraturan 

Daerah maka kelembagaan yang berwenang untuk 

membentuk adalah Pemerintah Daerah Kabupaten 

Banyumas dan DPRD Kabupaten Banyumas. Perda ini 
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merupakan inisiatif dari eksekutif/Pemerintah Kabupaten 

Banyumas. 

3. Berkaitan dengan kesesuaian antara jenis, hierarki dan 

materi muatan, pada pembentukan Perda ini dapat di 

kemukakan bahwa materi muatan yang diatur sesuai 

dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 

tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 112 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air 

Minum (SPAM), bahwa Penyelenggaraan SPAM menjadi 

tanggung jawab Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah 

Daerah. Oleh karenanya diatur dalam Peraturan Daerah 

Kabupaten. 

4. Mengingat Perda ini menjadi dasar dalam pemberian 

penyertaan modal daerah, ketentuan-ketentuan yang 

tertuang dalam Perda dapat dilaksanakan, dan apabila 

tidak dapat dilaksanakan maka kebutuhan investasi untuk 

pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di 

Kabupaten Banyumas akan tidak terpenuhi. Adapun 

mengenai efektivitas Perda tersebut tergantung pada 

pelaksanaannya/organisasi perangkat Daerah dalam 

melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam 

Perda tersebut, serta sebagaimana kesadaran hukum dan 

budaya hukum masyarakat setempat. 

5. Berkenaan dengan asas berdayagunaan dan 

berhasilgunaan ini juga terkait dengan asas dapat 

dilaksanakan, karena hasil yang diharapkan dari Peraturan 

Daerah ini adalah ini adalah penyertaan modal daerah yang 

berasal dari APBD untuk pengembangan Sistem Penyediaan 

Air Minum (SPAM). Jadi semakin efektif Pelaksanaan Perda, 
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tentu akan semakin meningkat jumlah dan cakupan 

pelayanan penyediaan air minum bagi masyarakat. 

6. Untuk asas kejelasan rumusan, ini dapat dipenuhi karena 

dalam penyusunan Perda ini disamping telah memenuhi 

syarat teknis dan pembentukan kesesuaian materi muatan 

dengan amanat yang diberikan juga telah dibahas oleh 

lembaga pemakarsa beserta OPD terkait dan di harmonisasi 

dan difasilitasi oleh lembaga yang berwenang serta 

dilakukan perubahan oleh DPRD. 

7. Untuk asas keterbukaan ini dapat dipenuhi karena seluruh 

tahapan dari perencanaan hingga pegundangan dilakukan 

secara transparan, sehingga dapat dikatakan bahwa dari 

tahapan inisisasi, sosio politik maupun yuridis 

dilaksanakan secara transparan. 

Pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan 

dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut:  

1. Asas kepastian hukum, yaitu penyertaan modal pemerintah 

daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

2. Asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan penyertaan modal 

pemerintah daerah harus dapat dipertanggungjawabkan 

kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan 

kepatutan.  

3. Asas kepastian nilai, yaitu penyertaan modal pemerintah 

daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan 

nilai penyertaan modal dalam rangka optimalisasi 

pemanfaatan dana, divestasi serta penyusunan laporan 

keuangan pemerintah.  
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4. Asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan 

pemecahan masalah di bidang penyertaan modal 

pemerintah daerah dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik 

Daerah.  

5. Asas efisiensi, yaitu penyertaan modal pemerintah daerah 

diarahkan agar dana penyertaan modal digunakan sesuai 

batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan 

dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok 

dan fungsi pemerintahan secara optimal.  

 

C. Kajian Praktis/ Praktik Empiris 

Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta 

Satria merupakan salah satu BUMD yang dimiliki oleh Pemerintah 

Kabupaten Banyumas. Perumdam Tirta Satria dibentuk 

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 

Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum 

Kabupaten Banyumas. Badan hukum saat ini adalah berbentuk 

Perusahaan Umum Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah 

(PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2019 tentang 

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria.  

Maksud pembentukan Perumdam Tirta Satria sebagaimana 

yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas 

Nomor 9 Tahun 2019 adalah sebagai pelaksana penyelenggara 

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk memenuhi urusan 

pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang 

menjadi kebutuhan dasar warga negara guna memenuhi 

kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang undangan. Adapun tujuan dari 

Perumdam Tirta Satria meliputi:  
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1. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan 

air minum bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat 

melalui jaringan perpipaan maupun bukan jaringan 

perpipaan;  

2. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomiam 

daerah; dan 

3. Memperoleh laba. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, Perumdam Tirta Satria 

melaksanakan beberapa kegiatan usaha. Kegiatan usaha yang 

dilakukan oleh Perumdam Tirta Satria adalah sebagai berikut: 

1. Penyelenggaraan SPAM yaitu serangkaian kegiatan 

pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana 

yang mengikuti proses dasar manajemen untuk 

penyediaan air minum kepada masyarakat yang meliputi 

unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan unit 

pelayanan; dan 

2. Membentuk dan mengembangkan unit usaha lain yang 

memiliki keterkaitan dengan kegiatan usaha Perumdam 

Tirta Satria. 

Visi Perumdam Tirta Satria adalah “Menjadi Perusahaan 

Profesional yang berkinerja sangat baik, memuaskan, dan terus 

berkembang”. Untuk mencapai visi tersebut, misi yang ditetapkan 

Perumdam Tirta Satria dalam rangka untuk mendukung 

pencapaian visinya adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan 

penyediaan air minum bagi masyarakat Kabupaten 

Banyumas; 

2. Meningkatkan pengelolaan perusahaan secara profesional 

dengan peningkatan kompetensi, kesejahteraan, dan 

soliditas sumber daya manusia, penerapan Good 
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Corporate Governance (GCG), teknologi tepat guna, serta 

meningkatkan perolehan laba; dan 

3. Meningkatkan kontribusi pelestarian sumber daya air dan 

lingkungan serta tanggung jawab sosial perusahaan.  

Dari aspek finansial, kinerja Tirta Satria dapat dikatakan 

cukup baik. Hal ini dapat dilihat berbagai rasio keuangan. Rasio 

Keuangan Perumdam Tirta Satria dapat memberikan gambaran 

secara umum mengenai kondisi kinerja keuangan perusahaan. 

Rasio-rasio keuangan yang berkaitan dengan tingkat keuntungan, 

pengelolaan operasional, dan kemampuan meminjam Perumdam 

Tirta Satria dalam rangka penyelenggaraan SPAM sebagaimana 

yang ditampilkan dalam Tabel 2.1 di bawah ini. 
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Tabel 2.1. Rasio Keuangan Perumdam Tirta Satria 

Keterangan 
Tahun 

2018 2019 2020 2021 2022 

Rasio Operasi 0,886 0,922 0,924 0,923 0,913 

Rasio Kas 64,18% 32,49% 105,23% 153,26% 116,06% 

Return on Asset 3,76% 2,50% 2,70% 2,45% 2,79% 

Return on Equity 4,44% 2,72% 2,91% 2,57% 3,03% 

Debt to Equity 17,90% 8,79% 7,78% 4,96% 8,46% 

Margin EBITDA 
36,43 36,57 30,11 28,04 29,58 

29,35% 16,26% 25,11% 25,44% 29,45% 

Sumber: Perumdam Tirta Satria (2023) 

 

Tabel 2.1 menunjukkan bahwa rasio operasi dan rasio kas 

pada Perumdam Tirta Satria memiliki kinerja yang meingkat. Rasio 

Operasi adalah perbandingan antara beban usaha dengan 

pendapatan usaha untuk mengukur tingkat efisiensi usaha yang 

dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan, dimana semakin 

kecil nilai rasio operasi maka semakin baik tingkat efisiensi usaha 

dari proses bisnis tersebut. Rasio kas atau Cash Ratio adalah 

salah satu komponen dari analisis rasio keuangan yang bertujuan 

mengevaluasi tingkat likuiditas perusahaan dan digunakan untuk 

mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang 

jangka pendeknya. Rasio ini didapatkan melalui perbandingan 

antara kas dan setara kas perusahaan terhadap kewajiban 

lancarnya, dimana semakin tinggi nilai rasio kas maka semakin 

baik tingkat likuiditas proses bisnis tersebut. Rasio operasi 

Perumdam Tirta Satria menunjukkan nilai yang meningkat 

dibandingkan tahun awal yaitu dari 0,886 pada tahun 2018 

menjadi 0,913 pada tahun 2022. Peningkatan juuga terjadi pada 

rasio kas Perumdam Tirta Satria yaitu 64,18 persen pada tahun 

2018 menjadi 116,06 persen pada tahun 2022. 
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Peningkatan pada rasio operasi dan rasio kas tidak terjadi 

pada Return on Asset (ROA) dan Return on Equity (ROE) pada 

Perumdam Tirta Satria dari tahun 2018 sampai dengan 2022. 

Return on Asset (ROA) Perumdam Tirta Satria pada tahun 2018 

adalah sebesar 3,76 persen turun menjadi 2,79 persen pada tahun 

2022. Return on Equity (ROE) Perumdam Tirta Satria pada tahun 

2018 adalah sebesar 4,44 persen turun menjadi 3,03 persen pada 

tahun 2022. 

Kinerja keuangan Perumdam Tirta Satria yang membaik juga 

ditunjukkan oleh Debt to Equity (DER) dan marjin EBITDA. Rasio 

Hutang terhadap Ekuitas (Debt to Equity) adalah suatu rasio 

keuangan yang menunjukan proporsi relatif antara ekuitas dan 

hutang yang digunakan untuk membiayai aset perusahaan atau 

merupakan ukuran kemampuan perusahaan untuk melunasi 

kewajibannya. Jika nilai rasionya semakin tinggi mengindikasikan 

bahwa pembiayaan proses bisnis perusahaan sebagian besar 

berasal dari kreditor (pemberi hutang) dan bukan berasal dari 

sumber keuangannya sendiri yang mungkin merupakan trend 

yang cukup berisiko terhadap kelangsungan perusahaan itu 

sendiri. Nilai DER Perumdam Tirta Satria pada tahun 2022 

menunjukkan penurunan dibandingkan tahun awal penilaian di 

tahun 2018. 

Margin pendapatan sebelum bunga, pajak, penyusutan, dan 

amortisasi (Earnings before Interests, Taxes, Depreciation, and 

Amortization/ ‟EBITDA‟) dapat digunakan sebagai estimasi cash 

flow yang tersedia untuk membayar hutang pada aset jangka 

panjang. Marjin EBITDA Perumdam TS pada tahun 2022 adalah 

sebesar Rp. 29,58 Miliar atau sebesar 29,45% terhadap 

pendapatan usaha pada tahun tersebut. Nilai marjin EBITDA 



40 
 

relatif tetap apabila dibandingkan dengan nilai di tahun awal 

penilaian pada tahun 2018. 

 

Sumber: Data Kinerja BUMD Kabupaten Banyumas (2023) 

Gambar 2.4. Laba Bersih, Deviden dan Penyertaan Modal 

Perumdam Tirta Satria 2019 – 2023 (dalam juta rupiah) 

 

Selain itu, tren kinerja finasial dari Perumdam Tirta Satria 

yang meningkat juga terlihat dari laba bersih yang diperoleh. Laba 

bersih Perumdam Tirta Satria cenderung meningkat dimana pada 

tahun 2019 laba Perumdam Tirta Satria adalah Rp4.596 juta 

rupiah terus meningkat sampai dengan Rp7.790 juta rupiah pada 

tahun 2023. Peningkatan laba juga diikuti dengan tren penurunan 

penyertaan modal dari pemerintah daerah. Penyertaan modal 

daerah untuk Perumdam Tirta Satria cenderung menurun dari 

Rp21.835 juta pada tahun 2019 dan menjadi Rp12.510 juta pada 

tahun 2023. Walaupun laba bersih cenderung meningkat, tetapi 

deviden yang disetor kepada APBD dari Perumdam Tirta Satria 

dalam bentuk deviden relatif menurun. 

Walaupun secara aspek finansial cukup baik, tetapi dalam 

operasionalnya Perumdam Tirta Satria menghadapi berbagai 
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permasalahan. Perumdam Tirta Satria dalam rangka 

penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) menemui 

beberapa kendala dan permasalahan atas pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsinya yang kesemuanya membutuhkan perhatian 

dan penanganan lebih lanjut untuk menjamin kelangsungan 

proses bisnis serta pencapaian visi dan misi perusahaan. Isu 

strategis dan permasalahan dalam penyelenggaraan SPAM yang 

dihadapi oleh Perumdam Tirta Satria dan upaya pemecahan 

permasalahan tersebut, baik yang telah atau akan dilakukan, 

disusun dengan mengelompokkan ke dalam tujuh isu berdasarkan 

pendekatan kebijakan umum SPAM yang telah ditetapkan. Isu 

strategis dan permasalahan dalam penyelenggaraan SPAM 

tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Keterbatasan kemampuan peningkatan akses aman air minum 

melalui jaringan perpipaan kepada seluruh Masyarakat; 

b. Keterbatasan kemampuan pendanaan dan penyelenggaraan 

alternatif sumber pembiayaan; 

c. Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan SPAM 

Perumdam Tirta Satria; 

d. Penyelenggaraan dan penerapan Norma Standar Prosedur dan 

Kriteria (NPSK) di Perumdam Tirta Satria secara optimal; 

e. Peningkatan penyediaan air baku untuk air minum secara 

berkelanjutan; 

f. Peningkatan peran serta dan kemitraan badan usaha dan 

masyarakat; dan 

g. Peningkatan teknologi informasi dan penelitian pengembangan 

dalam penyelenggaraan SPAM. 

Pada akhir tahun 2022 wilayah pelayanan Perumdam TS 

telah mencakup 24 dari 27 kecamatan dan telah melayani 172 

Desa/Kelurahan dari 331 Desa/Kelurahan yang ada di wilayah 
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administrasi Kabupaten Banyumas. Secara cakupan, pada akhir 

tahun 2022 jumlah pelanggan Perumdam Total Tirta Satria adalah 

104.394 SL. Berdasarkan metoda perhitungan cakupan pelayanan 

yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP) dalam rangka evaluasi kinerja BUMD Air 

Minum, maka jumlah penduduk Kabupaten Banyumas yang 

sudah terlayani oleh Perumdam Tirta Satria adalah sejumlah 

382.466 jiwa atau 21,22% dari total penduduk Kabupaten 

Banyumas yang sebesar 1.806.013, atau sebesar 23,26% dari 

penduduk yang berada dalam wilayah pelayanan Perumdam Tirta 

Satria yang sejumlah 1.647.959 jiwa. Jumlah penduduk perkotaan 

yang sudah mendapat pelayanan Perumdam Tirta Satria adalah 

sekitar 318.285 jiwa atau sebesar 36,82% dari penduduk 

perkotaan yang berada dalam wilayah pelayanan. Sedangkan 

jumlah penduduk perdesaan yang sudah mendapat pelayanan 

Perumdam Tirta Satria sekitar 64.891 jiwa atau sebesar 7,11% 

dari penduduk perdesaan yang berada dalam wilayah pelayanan. 

Pelanggan aktif Perumdam Tirta Satria pada akhir Tahun 

2022 sejumlah 94.895 SL dengan rata-rata pertumbuhan jumlah 

pelanggan sekitar 4.903 SL per tahun dalam periode tahun 2018-

2022. Pemakaian atau tingkat konsumsi air rata-rata pada tahun 

2022 untuk kategori rumah tangga sebagai pelanggan dengan 

jumlah terbesar adalah sebesar 15,25 m3/SR/bulan dan 16,23 

m3/SL/bulan untuk pemakaian seluruh pelanggan. Tingkat 

konsumsi air terdapat kecenderungan mengalami penurunan 

setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2019 dan 2020 akibat 

adanya Pandemi Covid-19 yang memungkinkan pelanggan 

memanfaatkan lebih banyak air dalam rangka menerapkan 

perilaku hidup bersih. 
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Dari sisi operasional, sumber air yang telah dimanfaatkan 

oleh Perumdam Tirta Satria sebagai sumber air baku air minum 

meliputi mata air, air tanah dalam, dan air permukaan. Sumber 

air baku tersebut sampai dengan akhir tahun 2022 terdiri dari 31 

unit mata air, 17 unit air tanah dalam, dan 4 unit air permukaan. 

Kapasitas terpasang total dari sumber air baku tersebut saat ini 

adalah sebesar 1.488 L/detik, namun tidak seluruh potensi 

kapasitas terpasang tersebut dapat dimanfaatkan oleh Perumdam 

karena dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya terkait 

ketersediaan sumber air yang berfluktuasi akibat faktor alam, 

ketentuan untuk membagi (sharing) sebagian kapasitas air untuk 

kepentingan masyarakat di sekitar sumber air, dan kemampuan 

teknis instalasi pengambilan air baku. Sumber air dan unit air 

baku Perumdam TS tersebar di beberapa lokasi dan dimanfaatkan 

untuk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di 5 cabang 

pelayanan Perumdam. 

Berdasarkan Laporan Evaluasi Kinerja Perumdam TS Tahun 

2022, kapasitas produksi riil Perumdam Tirta Satria adalah 

sebesar 1.157 L/detik, sedangkan volume produksi riil sebesar 

966 L/dtk, dengan hampir 70% produksi air berasal dari mata air, 

selebihnya 12% berasal dari air tanah dan 18% dari air 

permukaan. Kegiatan operasional di unit produksi secara umum 

ditentukan oleh keberadaan dari sumber air itu sendiri, dimana 

proses pengolahan air (water treatment) untuk air baku yang 

berasal dari mata air dilakukan melalui sistem pengolahan 

sederhana dan proses disinfeksi untuk selanjutnya dialirkan 

melalui pipa – pipa transmisi ke lokasi bak penampung (reservoir) 

maupun dialirkan langsung ke wilayah pelayanan melalui jaringan 

pipa distribusi. Kapasitas volume produksi riil dalam tahun 2022 

sebesar 30.457.487,34 m3 dengan total air yang didistribusikan 
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dalam 1 tahun tercatat sebesar 26.325.121,22 m3, dan air yang 

terjual tercatat sebesar 18.479.829,00 m3, sehingga tingkat 

kehilangan air distribusi atau air tak berekening dalam tahun 

2022 adalah sebesar 7.845.292,22 m3 atau 29,80%. 

 

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang 

akan Diatur  

Pengelolaan BUMD yang baik dan efisien berdasarkan tata 

kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dengan 

memperhatikan potensi sumber daya yang ada diharapkan dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Peran 

Perumdam Tirta Satria Kabupaten Banyumas sangat penting 

dalam mewujudkan kemakmuran daerah, baik sebagai 

penyumbang PAD dalam bentuk deviden atau pembagian laba 

maupun dalam peningkatan pemenuhan kebutuhan air bersih. 

Untuk itu, Perumdam Tirta Satria dituntut lebih profesional dan 

lebih efisien dalam melaksanakan usahanya. Salah satunya 

melalui peningkatan kapasitas produksi air dan cakupan 

pelanggan yang lebih banyak dan lebih luas. 

Kebijakan dan upaya ke arah itu telah banyak dilakukan, 

namun karena berbagai kendala sehingga hasil yang belum 

menggembirakan. Hal ini tampak dari relatif masih kecilnya peran 

dan kontribusi laba Perumdam Tirta Satria dalam penerimaan 

PAD di Kabupaten Banyumas. Deviden yang disetor Perumdam 

Tirta Satria pada APBD Kabupaten Banyumas pada tahun 2023 

hanya mencapai Rp2,5 milyar. Nilai ini lebih kecil dari deviden 

yang disetor Perumdam Tirta Satria pada tahun 2019 yaitu 

sebesar Rp3,439 milyar.  

Walaupun begitu, penyertaan modal pemerintah daerah di 

Perumdam Tirta Satria diperlukan untuk mendorong dan 
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meningkatkan pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di 

Kabupaten Banyumas. Berdasarkan proyeksi kebutuhan air 

minum Perumdam Tirta Satria, target pelayanan 109.895 

sambungan aktif pelanggandan konsumsi air rata-rata 17,0 

m3/SL/bulan sampai dengan 2028, maka diperlukan kebutuhan 

kapasitas distribusi adalah sebesar 985 L/detik dan volume 

produksi riil adalah 1.158 L/detik. Apabila menggunakan data 

volume produksi riil pada tahun 2022 sebesar 966 L/detik dan 

diasumsikan tidak terdapat penambahan kapasitas produksi 

sampai dengan akhir tahun 2028, maka akan terdapat defisit 

suplai air sebesar -193 L/detik dalam rangka memenuhi target 

yang ditetapkan. 

Selain mendorong dan meningkatkan pelayanan Sistem 

Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Banyumas, Peraturan 

Daerah Kabupaten Banyumas tentang penyertaan modal 

pemerintah daerah kepada Perumdam Tirta Satria, bermaksud 

untuk menambah modal yang disetor dan/atau melakukan 

penambahan penyertaan modal pada Perumdam Tirta Satria 

untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga Perumdam 

Tirta Satria dapat lebih kompetitif, tumbuh dan berkembang. 

Implikasi peraturan daerah ini kepada beban keuangan daerah 

dapat dilihat pada kewajiban Pemerintah Daerah untuk 

menganggarkan dana penyertaan modal sesuai yang ditetapkan.  

Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perumdam 

Tirta Satria sampai dengan tahun 2023, telah disetor sebesar Rp 

213.590.484.740,96 (dua ratus tiga belas milyar lima ratus 

sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh empat ribu tujuh 

ratus empat puluh koma sembilan puluh enam sen). Melalui 

Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah melakukan penyertaan 

modal ke dalam Perumdam Tirta Satria pada Tahun 2025 – 2028 
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paling banyak sebesar Rp47.116.568.000,00 (empat puluh tujuh 

milyar seratus enam belas juta lima ratus enam puluh delapan 

ribu rupiah) yang akan diberikan setiap tahunnya sebesar: 

a. Paling banyak sebesar Rp 9.986.622.000,00 (sembilan milyar 

Sembilan ratus delapan puluh enam juta enam ratus dua 

puluh dua ribu rupiah) pada Tahun 2025 yang dipergunakan 

untuk pembiayaan investasi pengembangan SPAM; 

b. Paling banyak sebesar Rp 15.553.978.000,00 (lima belas milyar 

lima ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh 

delapan ribu rupiah) pada Tahun 2026 yang dipergunakan 

untuk pembiayaan investasi pengembangan SPAM; 

c. Paling banyak sebesar Rp 12.592.959.000,00 (dua belas milyar 

lima ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh 

sembilan ribu rupiah) pada Tahun 2027 yang dipergunakan 

untuk pembiayaan investasi pengembangan SPAM; 

d. Paling banyak sebesar Rp 8.983.009.000,00 (delapan milyar 

sembilan ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus 

sembilan ribu rupiah) pada Tahun 2028 yang dipergunakan 

untuk pembiayaan investasi pengembangan SPAM. 
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BAB III. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN TERKAIT 

 

Pada Bab III ini merupakan bab yang berisi evaluasi dan 

analisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 

materi yang akan diatur dalam peraturan daerah tentang 

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang 

Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Air 

Minum Tirta Satria Tahun 2024-2028. Beberapa peraturan 

perundang-undangan yang menjadi dasar perlunya dibentuk 

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang 

Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Air 

Minum Tirta Satria Tahun 2024-2028 sebagai berikut:  

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik 

Indonesia tahun 1945; 

Pasal ini menegaskan bahwa: Pemerintah Daerah berhak 

menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain 

untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.  

Ketentuan tersebut menunjukkan adanya kewenangan bagi 

daerah untuk membentuk peraturan daerah atau peraturan 

lain sepanjang itu dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah 

dan tugas pembantuan. Penyusunan peraturan daerah ini 

tentunya dalam bingkai negara kesatuan republic Indonesia. 

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa 

Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 

42);  

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa 

Tengah ini mengatur mengenai pencabutan Staatsblad tahun 
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1929 dan penetapan pembentukan daerah-daerah kabupaten 

dalam lingkup Propinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Undang-

Undang tersebut, Kabupaten Banyumas merupakan termasuk 

di dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah. 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 

tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 

Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 

2019 (COVID-19) dan atau Dalam Rangka Menghadapi 

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional 

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 

Pasal 3 ayat (7) 

Surplus penerimaan negara/daerah dapat digunakan untuk 

membiayai pengeluaran negara/daerah tahun anggaran 

berikutnya. 

Pasal 3 ayat (8) 

Penggunaan surplus penerimaan negara/daerah sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (7) untuk membentuk dana cadangan 

atau penyertaan pada Perusahaan Negara/Daerah harus 

memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPR/DPRD. 

Pasal 24 ayat (1) 

Pemerintah dapat memberikan pinjaman/hibah/ penyertaan 

modal kepada dan menerima pinjaman/hibah dari perusahaan 

negara/daerah. 

Pasal 24 ayat (2) 
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Pemberian pinjaman/hibah/penyertaan modal dan 

penerimaan pinjaman/hibah sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) terlebih dahulu ditetapkan dalam APBN/APBD. 

Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

dapat diketahui bahwa penyertaan modal dapat dilakukan 

dengan sudah ditetapkan dalam APBD dan mendapat 

persetujuan DPRD. 

4. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang  

Perbendaharaan  Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan atau Dalam Rangka 

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian 

Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 

Pasal 41  

(1) Pemerintah dapat melakukan investasi jangka panjang 

untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau 

manfaat lainnya.  

(2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

dalam bentuk saham, surat utang, dan investasi 

langsung. 

(3) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 

dengan peraturan pemerintah.  
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(4) Penyertaan modal pemerintah pusat pada perusahaan 

negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan 

pemerintah.  

(5) Penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan 

negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan 

daerah. 

Berdasarkan tetentuan tersebut terutama Pasal 41 ayat (5) 

bahwa penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan 

daerah ditetapkan dengan peraturan daerah. 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan PerundangUndangan sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir diubah dengan UU No. 13 Tahun 

2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan.  

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang  

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

Pasal  173   

Pemerintah Daerah dapat melakukan Penyertaan Modal pada 

Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta.  

Penyertaan Modal tersebut dapat dikurangi, dijual kepada 

https://peraturan.bpk.go.id/Details/212810/uu-no-13-tahun-2022
https://peraturan.bpk.go.id/Details/212810/uu-no-13-tahun-2022
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pihak lain dan/atau dapat dialihkan kepada Badan Usaha 

Milik Daerah, yang dalam pelaksanaannya harus sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.  

Pasal 304 

(1) Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan 

usaha milik negara dan/atau BUMD.  

(2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, 

dan/atau dapat dialihkan kepada badan usaha milik negara 

dan/atau BUMD.  

(3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Pasal 332 ayat (1): 

Sumber Modal BUMD terdiri atas:  

a. penyertaan modal Daerah;  

b. pinjaman; 

c. hibah; dan 

d. sumber modal lainnya. 

Pasal 333 

(1) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 332 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Perda.  

(2) Penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk 

pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD.  

(3) Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang 

milik Daerah.  

(4) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah akan 

dijadikan penyertaan modal.  
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(5) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh 

dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem 

Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5802). 

Pasal 36 

(1) Penyelenggaraan SPAM menjadi tanggung jawab Pemerintah 

Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan 

kewenangannya guna memenuhi kehidupan yang sehat, 

bersih, dan produktif sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan 

Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6173). 

Pasal 19 

(1) Sumber modal BUMD terdiri atas:  

a. penyertaan modal Daerah; 

b. pinjaman;  

c. hibah; dan 

d. sumber modal lainnya.  

(2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:  

a. APBD; dan/atau  

b. konversi dari pinjaman 

Pasal 20 

(1) Sumber modal BUMD terdiri atas:  

e. penyertaan modal Daerah; 
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f. pinjaman;  

g. hibah; dan 

h. sumber modal lainnya.  

(2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a dapat bersumber dari:  

c. APBD; dan/atau  

d. konversi dari pinjaman 

Pasal 21 ayat (5) 

Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) ditetapkan dengan Perda. 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Negara Republik Indonesia 

Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 1781). 

Pada Lampiran Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 

menyatakan bahwa Penyertaan Modal Daerah adalah:  

1) Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal 

pada badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha 

milik negara, badan usaha swasta dan/atau koperasi.  

2) Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan 

pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan 

perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat.  

3) Penyertaan modal daerah untuk memperoleh manfaat 

ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.  

4) Manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya 

meliputi:  

a) bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang 

mendapatkan penyertaan modal daerah;  
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b) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu 

tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai 

bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal 

daerah;  

c) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil 

penyertaan modal sejumlah tertentu dalam jangka 

waktu tertentu;  

d) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu 

tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal 

daerah;  

e) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu 

tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai 

bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal 

daerah;  

f) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu 

dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung 

dari penyertaan modal daerah;  

g) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat 

dari penyertaan modal daerah.  

5) Bentuk penyertaan modal daerah meliputi penyertaan 

modal berupa investasi surat berharga dan/atau 

penyertaan modal berupa investasi langsung.  

6) Penyertaan modal berupa investasi surat berharga 

dilakukan dengan cara pembelian saham dan atau 

pembelian surat utang.  

7) Penyertaan modal berupa investasi langsung dilakukan 

dengan cara penyertaan modal daerah dan/atau pemberian 

pinjaman.  

8) Penyertaan modal berupa investasi langsung dalam 

pemberian pinjaman kepada masyarakat (dana bergulir), 
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penyalurannya dilakukan melalui lembaga keuangan bank 

atau lembaga keuangan bukan bank.  

9) Penyertaan modal berupa investasi surat berharga dan 

investasi langsung dilaksanakan berdasarkan hasil analisis 

oleh penasehat investasi untuk mendapatkan nilai wajar.  

10) Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan 

apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun 

anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan 

Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan.  

11) Penyertaan modal dapat dilakukan pemerintah daerah 

walaupun APBD tidak surplus sepanjang diamanatkan oleh 

peraturan perundang-undangan, dalam hal ini antara lain 

telah ada Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal 

daerah bersangkutan  

12) Peraturan Daerah ditetapkan sebelum persetujuan bersama 

antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Peraturan 

Daerah tentang APBD.  

13) Penyertaan modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

14) Pengelolaan penyertaan modal daerah meliputi perencanaan 

investasi pelaksanaan investasi, penganggaran, 

pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan 

pertanggungjawaban penyertaan modal pemerintah daerah, 

divestasi, serta pembinaan dan pengawasan.  

15) Pengelolaan penyertaan modal daerah sejalan dengan 

kebijakan pengelolaan penyertaan modal/investasi secara 

nasional.  

16) Pengelolaan penyertaan modal daerah diatur dengan 

Perkada.  
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17) Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya 

tidak diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri sepanjang 

jumlah anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi 

jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal 

bersangkutan.  

18) Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah 

penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang 

telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai 

penyertaan modal, pemerintah daerah melakukan 

perubahan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal 

yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

19) Penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan dengan 

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-

undangan yang mengatur tentang surat berharga dan 

investasi langsung. 

 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2019 

tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria 

(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 9, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 23). 

Pasal 8 ayat (3) 

Dalam hal modal disetor belum mencapai modal dasar, 

Pemerintah Daerah berkewajiban menganggarkan penyertaan 

modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD). 
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BAB IV. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS 

 

A. Landasan Filosofis 

Berdasarkan konstitusi Indonesia Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28A 

menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak 

untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Hal ini 

menunjukkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk 

hidup serta untuk mempertahankan hidup, untuk itulah maka 

negara berkewajiban untuk menjamin pemenuhan hak setiap 

warga negara, yang salah satunya adalah melalui penyediaan 

kebutuhan pokok air minum sehari-hari. Selanjutnya Pasal 33 

ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 yang menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang 

penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang 

banyak dikuasai oleh negara serta ketentuan Pasal 33 ayat (3) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan 

untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Sebagai upaya nyata untuk mewujudkan  kesejahteraan  

rakyat, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan pertumbuhan dan 

perkembangan perekonomian daerah serta menambah  dan  

memupuk sumber-sumber pendapatan asli daerah. Pemerintah 

Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah memerlukan 

langkah dan upaya untuk menambah sumber pendapatan daerah 

guna meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan kegiatan 

pembangunan dalam bidang perekonomian. Pemerintah daerah 

perlu meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan pelayanan 

kepada masyarakat, perlu diciptakan suatu iklim usaha dalam 
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rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan 

bertanggung jawab, dengan upaya-upaya dan usaha untuk 

menambah dan mengembangkan sumber pendapatan asli daerah. 

Hal ini dapat dilakukan Pemerintah dengan melakukan 

penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang 

tentunya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 

Penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan 

kepada Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta 

dengan cara penambahan, pengurangan, penjualan kepada pihak 

lain, dan pengalihan kepada BUMD sesuai peraturan perundang-

undangan. Dalam rangka pengembangan usaha dan penugasan 

Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), 

perlu didukung dengan struktur permodalan yang kuat. 

Penyertaan Modal Daerah dapat dilaksanakan dalam bentuk 

Penyertaan Modal berupa uang dan/atau barang yang dapat 

dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, 

inventaris surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lain yang 

dimiliki Pemerintah Daerah. 

 

B. Landasan Sosiologis 

Pemerintah daerah sebagai pemegang kekuasaan di daerah 

tidak hanya harus memahami keadaan masyarakat tetapi juga 

mempertimbangkan dukungan (support) dan tuntutan (demand) 

yang ada di dalam masyarakat. Oleh karena itu, sebelum 

mengajukan prakarsa pembuatan peraturan daerah, pemerintah 

daerah mempunyai fungsi yang sangat penting untuk bisa 

mempelajari situasi dan kondisi secara tepat (Bambang Sunggono, 

1994:12-13).  

Syaukani dan Thohari (2008) menyebutkan bahwa resistensi 

masyarakat terhadap hukum itu akan sangat kuat bila hukum itu 
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dibangun di atas landasan yang tidak sesuai dengan struktur 

rohaniah masyarakat. Hart (2009) mengemukakan eksistensi 

sebuah sistem hukum merupakan fenomena sosial yang selalu 

menghadirkan dua aspek, yang harus diperhatikan agar tinjauan 

mengenainya menjadi realistis. Aspek-aspek itu mencakup sikap 

dan perilaku yang berwujud pengakuan atas peraturan-peraturan 

dan juga sikap dan perilaku yang lebih sederhana berupa sekadar 

kepatuhan atau penerimaan secara diam. Karena dengan 

pengakuan yang terwujud pada sikap dan perilaku berarti sebuah 

aturan hukum dapat diterima masyarakat dan telah mencapai 

bentuknya yang lengkap dalam aspek sosiologis, karena pada 

dasarnya menurut Gilissen dan Gorle (2007) sumber hukum 

primer adalah kebiasaan hukum masyarakat. 

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan 

yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Selain 

itu, landasan sosiologis juga menyangkut fakta empiris mengenai 

perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. 

Permasalahan sosiologis Perda ini yaitu terkait dengan 

permasalahan empiris dan kebutuhan yang dialami oleh 

masyarakat berkaitan dengan penyertaan modal pemerintah 

daerah terhadap Perumdam Tirta Satria.  Oleh karena itu, secara 

sosiologis perda tentang penyertaan modal harus mampu 

memberikan jawaban atau solusi terhadap permasalahan yang 

berkaitan dengan penyertaan modal pemerintah pada Perumdam 

Tirta Satria di Kabupaten Banyumas. 

Sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di 

Kabupaten Banyumas, Perumdam Tirta Satria dituntut tidak 

hanya mengejar target laba dan deviden (profit oriented) tetapi juga 

memiliki fungsi sosial dengan meningkatkan kualitas dan cakupan 
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pelayanan penyediaan air minum bagi masyarakat Kabupaten 

Banyumas (social oriented) melalui Sistem Penyediaan Air Minum 

(SPAM). Fungsi sosial tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam 

penyertaan modal bagi pemerintah daerah dalam upaya 

peningkatakan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. 

Untuk menunjang pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum 

(SPAM) dengan cakupan lebih luas, Perumdam Tirta Satria telah 

membuat proyeksi kebutuhan investasi selama tahun 2024 

sampai dengan 2028. Proyeksi kebutuhan investasi tersebut 

rencananya akan digunakan untuk rencana pembangunan fisik 

SPAM maupun proyeksi kebutuhan reguler untuk pemenuhan 

kebutuhan investasi kegiatan optimalisasi, rehabilitasi, dan 

pengembangan SPAM Perumdam Tirta Satria yang bersifat rutin 

tahunan. Kebutuhan investasi itu digunakan untuk 

pengembangan di Cabang Ajibarang, Cabang Purwokerto 1, 

Cabang Banyumas, Cabang Purwokerto 2, dan Cabang Wangon 

(Perumdam Tirta Satria, 2023). 

Untuk memenuhi kebutuhan investasi tersebut, Perumdam 

Tirta Satria diproyeksi hanya memiliki kemampuan finansial 

sebanyak Rp59.023.861.000,- dan memerlukan penyertaan modal 

daerah sebesar Rp47.116.568.000,00. Dengan kata lain, 

kebutuhan investasi tersebut tidak dapat hanya dicukupi dari 

pendanaan internal Perumdam Tirta Satria, tetapi juga melalui 

usulan pendanaan Pemerintah Daerah melalui Penyertaan Modal 

Pemerintah Daerah. 

Selain kebutuhan investasi dan fungsi sosial yang dimiliki 

oleh Perumdam Tirta satria, pertimbangan sosiologis lain dapat 

dilihat dari sumber permodalan. Permodalan yang digunakan 

untuk penyertaan modal daerah pada Perumdam Tirta Satria 

adalah bersumber dari APBD yang merupakan uang rakyat yang 
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pengelolaannya diamanatkan kepada pemerintah daerah. Oleh 

karena itu, segala penggunaannya harus dapat 

dipertanggungjawabkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat dengan berdasarkan pada prinsip efisiensi dan keadilan. 

Berdasarkan landasan sosiologis ini maka diperlukan adanya 

Perda yang mengatur tentang penyertaan modal agar tidak terjadi 

kegelisahaan di masyarakat dan kebutuhan masyarakat akan air 

bersih terpenuhi. 

 

C. Landasan Yuridis 

Pasal 41 Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 

Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) dan atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas 

Sistem Keuangan, menegaskan bahwa  penyertaan modal 

pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta 

ditetapkan dengan peraturan daerah. Berdasarkan ketentuan 

tersebut bahwa untuk penyertaan modal daerah maka harus 

ditetapkan melalui peraturan daerah.  

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2023 tentang  Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
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2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856), Pasal 173 yang menegaskan bahwa Pemerintah 

Daerah dapat melakukan Penyertaan Modal pada Badan Usaha 

Milik Pemerintah dan/atau milik swasta.  Penyertaan Modal 

tersebut dapat dikurangi, dijual kepada pihak lain dan/atau dapat 

dialihkan kepada Badan Usaha Milik Daerah, yang dalam 

pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  Pasal 304 ayat (1) 

menegaskan bahwa Daerah dapat melakukan penyertaan modal 

pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD. Pasal 333 ayat 

(1) menegaskan bahwa Penyertaan modal Daerah ditetapkan 

dengan Perda.  

Perumdam Tirta Satria sebagai salah satu BUMD yang 

dimiliki Kabupaten Banyumas yang dibentuk berdasarkan 

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2019 

tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria 

merupakan pelaksana penyelenggara Sistem Penyediaan Air 

Minum (SPAM) untuk memenuhi urusan pemerintah wajib yang 

berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kebutuhan dasar 

warga negara guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan 

produktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 

undangan.  Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 

2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum Pasal 36 ayat (1) 

menegaskan bahwa penyelenggaraan SPAM menjadi tanggung 

jawab Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai 

dengan kewenangannya guna memenuhi kehidupan yang sehat, 

bersih, dan produktif sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2017 tentang 

Badan Usaha Milik Daerah menegaskan bahwa sumber Sumber 
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modal BUMD terdiri atas: a. penyertaan modal Daerah; b. 

pinjaman; c. hibah; dan d. sumber modal lainnya. Hal ini 

menunjukkan bahwa salah satu sumber modal BUMD berasal dari 

penyertaan modal.  

Pada Lampiran Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan 

bahwa Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan 

apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran 

berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai 

penyertaan modal daerah bersangkutan. Penyertaan modal dapat 

dilakukan pemerintah daerah walaupun APBD tidak surplus 

sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, 

dalam hal ini antara lain telah ada Peraturan Daerah mengenai 

penyertaan modal daerah bersangkutan. Pemenuhan penyertaan 

modal pada tahun sebelumnya tidak diterbitkan Peraturan Daerah 

tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut 

tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal 

bersangkutan.  

Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan 

modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal, 

pemerintah daerah melakukan perubahan Peraturan Daerah 

mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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BAB V. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG 

LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH 

 

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan 

Naskah akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan 

ruang lingkup materi muatan rancangan peraturan daerah yang 

akan dibentuk. Dalam bab ini, sebelum menguraikan ruang 

lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan 

diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Adapun pembuatan 

Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten 

Banyumas tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan 

Umum Daerah Air Minum Tirta Satria Tahun 2025 - 2028 

merupakan upaya yang perlu dilakukan, yaitu dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan umum sesuai dengan amanat 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. Hal ini sejalan dengan tujuan untuk meningkatkan 

pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari 

pembangunan nasional.  

Penyusunan rancangan sebagaimana dimaksud di atas 

diwujudkan dalam aturan yuridis berupa Peraturan Daerah 

Kabupaten Banyumas tentang Penyertaan Modal Daerah Pada 

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria Tahun 2025 - 

2028. Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah 

Air Minum Tirta Satria dilakukan secara tertib, efisien, efektif, 

transaparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa 

keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan mengenai 

Penyertaan Modal Daerah ini, diharapkan agar Pemerintah Daerah 

mampu menciptakan sistem penyertaan modal daerah yang sesuai 

dengan keadaan dan kebutuhan setempat dengan tetap mentaati 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta meninjau 
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sistem tersebut secara terus menerus dengan tujuan mewujudkan 

Penyertaan Modal Daerah yang efektif, efisien, dan transparan. 

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten 

Banyumas tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan 

Umum Daerah Air Minum Tirta Satria Tahun 2025 - 2028, arah 

dan jangkauan pengaturan meliputi: 

a. Asas, Maksud, dan Tujuan; 

b. Penyertaan Modal; 

c. Penganggaran dan Realisasi Penyertaan Modal; 

d. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban; 

e. Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan; 

f. Evaluasi; dan 

g. Sanksi. 

 

B. Ruang Lingkup Materi Muatan  

Peraturan daerah merupakan kaidah lanjut dari pengaturan 

yang dituangkan dalam undang-undang ataupun peraturan 

pemerintah. Disusunnya peraturan daerah tentang Penyertaan 

Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta 

Satria Tahun 2025 - 2028 amanat dari Pasal 41 ayat (5) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan 

untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-

19) dan atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas 

Sistem Keuangan, penyertaan modal Pemerintah Daerah pada 

Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

Sehingga muatan materi yang diatur dalam peraturan daerah 
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sudah diberikan batasan-batasan dalam undang-undang, baik 

undang-undang yang mengatur tentang penyertaan modal itu 

sendiri maupun oleh undang-undang yang mengatur tentang tata 

cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena 

itu, materi yang diatur dalam peraturan daerah tidak boleh 

bertentangan dengan apa yang diatur dalam undang-undang 

maupun peraturan pemerintah. Hal ini sesuai dengan asas 

perundang-undangan yaitu bahwa peraturan yang lebih rendah 

tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. 

Dengan kata lain terdapat sinkronisasi vertikal peraturan daerah 

dengan undang-undang. 

Sesuai dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, rancangan 

peraturan daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada 

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria Tahun 2025 – 

2028 memuat: 

1. Konsideran 

Konsideran meliputi konsideran menimbang dan 

konsideran mengingat. Konsideran menimbang dalam setiap 

peraturan perundang-undangan pada pokoknya berkaitan 

dengan tiga landasan pokok bagi berlakunya norma-norma 

yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan 

tersebut. Demikian pula dalam peraturan daerah pada 

umumnya juga memuat tiga landasan pokok, yaitu landasan 

filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis (secara 

garis besar). Konsideran menimbang dalam peraturan daerah 

tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum 

Daerah Air Minum Tirta Satria Tahun 2025 – 2028 terdiri dari: 

a. bahwa dalam rangka pengembangan usaha dan penugasan 

Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah 
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(BUMD), perlu didukung dengan struktur permodalan yang 

kuat; 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara, perlu menetapkan Peraturan 

tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik 

Daerah;  

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) 

Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang 

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), bahwa 

Penyelenggaraan SPAM menjadi tanggung jawab 

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai 

dengan kewenangannya guna memenuhi kehidupan yang 

sehat, bersih, dan produktif sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan; 

d. bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi Perusahaan 

Umum Daerah Air Minum Tirta Satria dalam rangka turut 

serta menumbuhkan perekonomian daerah, serta dalam 

rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu 

dilakukan penambahan modal melalui penyertaan pada 

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria Tahun 

2025-2028; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu 

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal 

Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta 

Satria Tahun 2025-2028; 

Konsideran mengingat memuat landasan yuridis terhadap 

penyusunan peraturan daerah yang disusun secara hirarkhi 

dari yang paling tinggi kedudukannya sampai dengan yang 
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paling rendah yang menjadi dasar atas yang berkaitan 

dengan pembentukan perda tersebut. penulisan konsideran 

mengingat disusun secara berurutan, disamping sesuai 

dengan tingkat/hirarkhi juga disesuaikan dengan waktu 

penerbitan/pengundangan dari peraturan pada tingkat 

masing-masing. Konsideran mengingat pada Perda tentang 

Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah 

Air Minum Tirta Satria Tahun 2025 – 2028 terdiri dari: 

a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Provinsi Djawa Tengah; 

c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang  Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

e. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang 

Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 

f. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 

2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta 

Satria (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 

2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Banyumas Nomor 23). 

 

2. Ketentuan Umum 

Ketentuan umum diletakkan dalam bab satu memuat 

batasan pengertian atau definisi. Jika dalam peraturan 

perundang-undangan tidak dilakukan pengelompokkan bab, 

ketentuan umum diletakkan dalam pasal atau beberapa pasal 

awal. Ketentuan umum dapat memuat lebih dari satu pasal. 

Ketentuan umum berisi batasan pengertian atau definisi, 

singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan 

pengertian atau definisi, dan/atau hal-hal lain yang bersifat 

umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal 

berikutnya. Ketentuan umum dalam rancangan peraturan 

daerah ini akan diuraikan beberapa definisi operasional dalam 

istilah yang digunakan, antara lain: 

a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas. 

b. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

c. Bupati adalah Bupati Banyumas. 

d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Banyumas. 
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e. Penyertaan modal daerah yang selanjutnya disebut 

penyertaan modal adalah bentuk investasi langsung 

Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah atau 

Badan Usaha Milik Daerah lain, berupa penempatan 

sejumlah dana dan/atau aset dalam jangka panjang dengan 

mendapat hak kepemilikan, guna memperoleh manfaat 

ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. 

f. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat 

BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian 

besar modalnya dimiliki oleh Daerah.  

g. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria yang 

selanjutnya disingkat Perumdam Tirta Satria adalah BUMD 

Kabupaten Banyumas sebagai penyelenggara sistem 

penyediaan air minum. 

h. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang 

daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung 

seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk 

membayar seluruh pengeluaran daerah. 

i. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip 

akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan 

menyajikan laporan keuangan pemerintah. 

j. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat 

SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana 

penyediaan air minum. 

 

3. Materi yang Diatur 

Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah 

bab ketentuan umum, dan jika tidak ada pengelompokan bab, 

materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal-pasal 

ketentuan umum. Pembagian materi pokok ke dalam kelompok 
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yang lebih kecil dilakukan menurut kriteria yang dijadikan 

dasar pembagian. Materi pokok yang diatur dalam peraturan 

daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan 

Umum Daerah Air Minum Tirta Satria Tahun 2025 – 2028 

yaitu: 

1. Asas, Maksud, dan Tujuan 

Penyertaan modal pada Perumdam Tirta Satria 

dilaksanakan dengan berdasarkan asas kepastian hukum, 

akuntabilitas, kepastian nilai, fungsional, dan efisiensi. 

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai 

landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam 

melaksanakan penyertaan modal pada Perumdam Tirta 

Satria. Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah 

meningkatkan kemampuan operasional Perumdam Tirta 

Satria, meningkatkan pendapatan asli daerah, 

meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, dan 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 

2. Penyertaan Modal 

Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perumdam 

Tirta Satria sampai dengan tahun 2023, telah disetor 

sebesar Rp 213.590.484.740,96 (dua ratus tiga belas milyar 

lima ratus sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh 

empat ribu tujuh ratus empat puluh koma sembilan puluh 

enam sen). Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah 

Daerah melakukan penyertaan modal ke dalam Perumdam 

Tirta Satria pada Tahun 2025 – 2028 paling banyak sebesar 

Rp 47.116.568.000,00 (empat puluh tujuh milyar seratus 

enam belas juta lima ratus enam puluh delapan ribu 

rupiah) yang akan diberikan setiap tahunnya sebesar: 
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a. Paling banyak sebesar Rp 9.986.622.000,00 (sembilan 

milyar Sembilan ratus delapan puluh enam juta enam 

ratus dua puluh dua ribu rupiah) pada Tahun 2025 yang 

digunakan untuk pembiayaan investasi pengembangan 

SPAM; 

b. Paling banyak sebesar Rp 15.553.978.000,00 (lima belas 

milyar lima ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus 

tujuh puluh delapan ribu rupiah) pada Tahun 2026 yang 

digunakan untuk pembiayaan investasi pengembangan 

SPAM; 

c. Paling banyak sebesar Rp 12.592.959.000,00 (dua belas 

milyar lima ratus sembilan puluh dua juta sembilan 

ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) pada Tahun 

2027 yang digunakan untuk pembiayaan investasi 

pengembangan SPAM; 

d. Paling banyak sebesar Rp 8.983.009.000,00 (delapan 

milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta sembilan 

ratus sembilan ribu rupiah) pada Tahun 2028 yang 

digunakan untuk pembiayaan investasi pengembangan 

SPAM. 

3. Penganggaran dan Realisasi Penyertaan Modal 

Penyertaan modal pada Perumdam Tirta Satria ditetapkan 

dalam APBD tahun anggaran berkenaan. Realisasi dana 

penyertaan modal pada Perumdam Tirta Satria yang telah 

dianggarkan dalam APBD setiap tahun berkenaan dapat 

dilaksanakan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini. 

Realisasi dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud, 

dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Kas Umum 

Daerah pada kode rekening pengeluaran jenis penyertaan 

modal ke Perumdam Tirta Satria. 
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4. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban 

Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan 

penyertaan modal pada Perumdam Tirta Satria 

dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi 

pemerintahan menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

5. Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan 

Bupati melakukan pembinaan, pengendalian, dan 

pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal. 

Dalam melakukan pembinaan dan pengendalian 

sebagaimana dimaksud, Bupati dapat dibantu oleh Tim 

Pembina dan Pengendali. Dalam melakukan pengawasan 

sebagaimana dimaksud, Bupati dapat dibantu oleh pejabat 

pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi 

pengawasan. 

6. Evaluasi 

Bupati melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan 

penyertaan modal. Evaluasi terhadap pelaksanaan 

penyertaan modal sebagaimana dimaksud dilaksanakan 

oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan 

fungsi pembinaan BUMD. 

7. Sanksi 

Penyalahgunaan keuangan terhadap penyertaan modal 

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini 

dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

4. Ketentuan Peralihan 

Ketentuan peralihan adalah merupakan sesuatu yang bisa 

dicantumkan maupun tidak di dalam materi muatan perda, 
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tergantung kebutuhan. Ketentuan peralihan berisi 

penyesuaian terhadap peraturan perundangan yang sudah ada 

pada saat perda baru dimulai agar perda dapat berjalan 

dengan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum 

baru. Perda juga harus memuat tentang segala hubungan 

hukum yang ada atau tindakan hukum yang terjadi baik 

sebelum, pada saat maupun sesudah peraturan daerah 

dinyatakan mulai berlaku. Mengingat rancangan perda 

mengandung materi muatan yang dalam beberapa hal ada 

perbedaan dengan peraturan yang lama, dan perda juga 

mengatur tentang masalah pembebanan kewajiban tertentu 

kepada pemerintah daerah dan masyarakat, maka perlu 

adanya ketentuan peralihan yang memuat ketentuan yang 

harus dilakukan oleh masyarakat maupun pejabat yang 

ditunjuk, karena dimungkinkan ketika perda dinyatakan 

berlaku masih ada permasalahan hukum yang terkait dengan 

masalah penyertaan modal. Untuk itu di dalam perda yang 

baru harus dicantumkan di dalam ketentuan peralihan. 

Ketentuan peralihan juga dapat memuat masa transisi atau 

toleransi pemberlakuan norma untuk hal-hal tertentu dalam 

kurun waktu tertentu. 

Pada peraturan daerah tentang Penyertaan Modal Daerah 

Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria Tahun 

2025 – 2028 tidak terdapat ketentuan peralihan karena 

peraturan daerah ini tidak memerlukan adanya ketentuan 

yang memuat masa transisi. 

5. Ketentuan Penutup 

Pada bagian penutup ini berisi ketentuan pelaksanaan 

lebih lanjut dari perda. Mengingat bahwa ketentuan perda 

adalah merupakan pengaturan yang bersifat umum, maka 
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untuk hal-hal tertentu yang bersifat lebih teknis harus 

dilaksanakan oleh peraturan pelaksana baik itu dalam bentuk 

Peraturan Bupati maupun Keputusan Bupati. Amanat untuk 

adanya ketentuan lebih lanjut harus secara tegas dimuat di 

dalam pasal untuk kemudian dilakukan penegasan di dalam 

ketentuan penutup. Selain itu ketentuan penutup memberikan 

peluang agar perda dapat lebih aplikatif. 

6. Penjelasan 

Penjelasan peraturan perundang-undangan merupakan 

kebiasaan negara-negara yang menganut civil law gaya Eropa 

Kontinental. Penjelasan (explanation) berfungsi sebagai pemberi 

keterangan mengenai kata-kata tertentu, frasa atau beberapa 

aspek atau konsep yang terdapat dalam suatu ketentuan pasal 

atau ayat yang dinilai belum terang atau belum jelas atau yang 

karena itu dikhawatirkan oleh perumusnya akan dapat 

menimbulkan salah penafsiran di kemudian hari. 

Pada pokoknya, penjelasan suatu peraturan perundang-

undangan berfungsi sebagai tafsiran resmi sebagai pembentuk 

peraturan perundang-undangan itu atas norma-norma hukum 

tertentu yang diberi penjelasan. Penjelasan hanya memuat 

uraian atau elaborasi lebih lanjut norma yang diatur dalam 

batang tubuh peraturan yang dijelaskan. Dengan demikian, 

penjelasan yang diberikan tidak boleh menyebabkan timbulnya 

ketidakjelasan. 

Penjelasan juga tidak boleh berisi norma hukum baru 

ataupun yang berisi ketentuan lebih lanjut dari apa yang 

sudah diatur dalam batang tubuh. Apalagi jika penjelasan itu 

memuat ketentuan-ketentuan baru yang bersifat terselubung 

yang bermaksud mengubah atau mengurangi substansi norma 

yang terdapat dalam batang tubuh. Untuk menghindari hal 
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tersebut, maka pembahasan rancangan penjelasan harus 

dilakukan secara intergral dengan keseluruhan naskah 

rancangan peraturan perundang-undangan yang 

bersangkutan. 

Penjelasan peraturan daerah Kabupaten Banyumas 

tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum 

Daerah Air Minum Tirta Satria Tahun 2025-2028 berisi 

penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. 
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BAB VI. PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Naskah Akademis ini merupakan pokok-pokok pemikiran 

berdasarkan hasil kajian yang terkait dengan kebijakan dalam 

upaya perumusan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten 

Banyumas tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan 

Umum Daerah Air Minum Tirta Satria Tahun 2024-2028. Manfaat 

dari Naskah Akademik ini adalah merupakan gambaran dan 

pengkajian untuk pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) 

dalam pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten 

Banyumas. Selain itu, penyusunan Naskah Akademik ini adalah 

untuk menyatukan persepsi/kesatuan pandang perumusan 

kebijakan tentang Peraturan Daerah.  

Berdasarkan permasalahan yang ada dan hasil analisis data 

serta pembahasan hasil analisis, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah 

Air Minum Tirta Satria merupakan hal yang penting sebagai 

bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu untuk 

dibuat peraturan daerah. Kesimpulan penting yang dapat diambil 

adalah sebagai berikut:  

1. Urgensi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten 

Banyumas tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan 

Umum Daerah Air Minum Tirta Satria Tahun 2024-2028 

didasarkan bahwa peraturan perundang-undangan yang 

dijadikan dasar dalam Penyertaan Modal Daerah Pada 

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria di 

Kabupaten Banyumas sudah berakhir pada tahun 2024, 
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sehingga perlu membentuk peraturan daerah penyertaan modal 

daerah yang baru agar dapat berdaya guna dan berhasil guna. 

2. Adanya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas 

tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum 

Daerah Air Minum Tirta Satria Tahun 2024-2028 dibuat 

dengan maksud untuk landasan hukum bagi Pemerintah 

Daerah dalam melaksanakan penyertaan modal pada 

Perumdam Tirta Satria, kemudian tujuan ditetapkannya 

Peraturan Daerah ini adalah untuk meningkatkan  kemampuan  

operasional  Perumdam Tirta Satria, meningkatkan pendapatan 

asli daerah, meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 

3. Pertimbangan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah 

Kabupaten Banyumas tentang Penyertaan Modal Daerah Pada 

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria Tahun 

2024-2028 adalah: 

a. Secara filosofis, penyertaan modal daerah pada Perumdam 

Tirta Satria merupakan bagian dari pemenuhan kewajiban 

negara untuk menjamin pemenuhan hak setiap warga 

negara yang salah satunya adalah melalui penyediaan 

kebutuhan pokok air minum sehari-hari sebagaimana 

termuat di dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan 

bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  

b. Secara sosiologis, penyertaan modal daerah pada Perumdam 

Tirta Satria merupakan salah satu masalah yang menjadi 

sentral dalam pelaksanaan otonomi daerah. Disamping itu, 

Perumdam Tirta Satria dituntut tidak hanya mengejar target 
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laba dan deviden (profit oriented) tetapi juga memiliki fungsi 

sosial dengan meningkatkan kualitas dan cakupan 

pelayanan penyediaan air minum bagi masyarakat 

Kabupaten Banyumas (social oriented) melalui Sistem 

Penyediaan Air Minum (SPAM). Fungsi sosial tersebut dapat 

menjadi pertimbangan dalam penyertaan modal bagi 

pemerintah daerah dalam upaya peningkatakan kualitas 

hidup dan kesejahteraan masyarakat. Penyertaan modal 

daerah pada Perumdam Tirta Satria yang bersumber dari 

APBD yang merupakan uang rakyat yang pengelolaannya 

diamanatkan kepada pemerintah daerah,  segala 

penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan untuk 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

c. Secara Yuridis, landasan hukum yang dijadikan dasar 

penyertaan modal daerah pada Perumdam Tirta Satria 

adalah Pasal 41 Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan atau Dalam 

Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan, menegaskan bahwa  penyertaan modal 

pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta 

ditetapkan dengan peraturan daerah. Selain itu, Undang- 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
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beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang  Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Pasal 

173 yang menegaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat 

melakukan Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik 

Pemerintah dan/atau milik swasta. 

4. Sasaran dari Peraturan Daerah tentang penyertaan modal 

daerah pada Perumdam Tirta Satria adalah tersedianya 

landasan hukum bagi penyertaan modal pada Perumdam 

Tirta Satria untuk meningkatkan peran dan fungsi 

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria dalam 

rangka turut serta menumbuhkan perekonomian daerah, 

serta dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan 

Daerah Kabupaten Banyumas tentang Penyertaan Modal 

Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta 

Satria Tahun 2025 - 2028, arah dan jangkauan pengaturan 

antara lain: 

i. Asas, Maksud, dan Tujuan; 

ii. Penyertaan Modal; 

iii. Penganggaran dan Realisasi Penyertaan Modal; 

iv. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban; 

v. Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan; 

vi. Evaluasi; dan 

vii. Sanksi. 
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B. Rekomendasi 

Sebagai upaya untuk mengoptimalkan Perumdam Tirta Satria 

dalam meningkatkan pelayanan terhadap penyediaan air bersih 

bagi masyarakat baik dari sisi jumlah pelanggan maupun cakupan 

dan menghasilkan keuntungan, Pemerintah Kabupaten Banyumas 

sebagai pemilik dan kepanjangan tangan negara memiliki 

konsekuensi untuk memberikan penyertaan modal. Hal ini terkait 

dengan ketentuan setoran modal yang mengikat pada saat 

pendirian maupun kebutuhan permodalan dari Perumdam Tirta 

satria dalam rangka investasi untuk memperluas dan 

meningkatkan pelayanan. Atas dasar hal tersebut, Pemerintah 

Kabupaten Banyumas perlu segera menyusun Peraturan Daerah 

tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum 

Daerah Air Minum Tirta Satria Tahun 2025-2028. 
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